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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi publik terhadap 
peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018. Peran yang 
dipersepsikan meliputi peran dewan pendidikan sebagai badan pertimbangan 
(advisory agency), badan pendukung (supporting agency), badan pengontrol 
(controlling agency), dan badan penghubung (mediator agency). 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Adapun lokasi penelitian di Kota Yogyakarta bertempat di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta dan DRPD Kota Yogyakarta. Waktu penelitian 
dimulai dari Bulan April sampai Bulan Juni 2016. Sampel penelitian terdiri dari 
unsur Komite Sekolah, Pegawai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Anggota 
Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dengan jumlah 52 ditentukan dengan teknik 
proportional random sampling, dari jumlah keseluruhan 108. Instrumen yang 
digunakan berupa kuesioner/angket tertutup. Pengujian validitas menggunakan 
teknik korelasi product moment dari Karl Pearson, sedangkan reliabilitas 
instrumen menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan hingga Juni 2016, persepsi publik terhadap 
peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 sebagai 
badan pertimbangan (advisory agency) mayoritas berada pada kategori baik 
dengan persentase sebesar 63,5%, sebagai badan pendukung (supporting agency) 
mayoritas berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 59,6%, sebagai 
badan pengontrol (controlling agency) mayoritas berada pada kategori baik 
dengan persentase sebesar 62,8%, dan sebagai badan penghubung (mediator 
agency) mayoritas berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 65,4%. 
Berdasarkan keseluruhan aspek perannya, perolehan persepsi pada kategori sangat 
tidak baik sebesar 0,2%, pada kategori tidak baik sebesar 2,4%, pada kategori 
cukup sebesar 13,1%, pada kategori baik sebesar 62,7%, dan pada kategori sangat 
baik sebesar 21,6%. 
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A. Latar Belakang 
Perubahan sistem pemerintahan pasca reformasi dari sentralisasi menjadi 
desentralisasi diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan 
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 
daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga 
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, 
pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman 
daerah. 
Bidang pendidikan telah memiliki Undang-undang No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berorientasi pada desentralisasi 
pendidikan sebagai pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1989 yang masih 
berasas sentralistik. Mekanisme desentralisasi penyelenggaraan Pendidikan 
Nasional dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada BAB XIV mengenai 
Pengelolaan Pendidikan pasal 50 yang terdiri atas enam poin sebagai berikut: 
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab 
Menteri. 
2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional 
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 
3. Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang 
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 
4. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan 
pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas 
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penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/ Kota untuk tingkat 
pendidikan dasar dan menengah. 
5. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 
6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam 
mengelola pendidikan di lembaganya. 
 
Kerangka desentralisasi pendidikan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah 
bersama masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan 
pendidikan yang bermutu. Dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 8 
bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sementara itu, pasal 9 
menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya 
dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan melakukan penguatan 
partisipasi masyarakat, hal ini merupakan bentuk realisasi dari demokrasi 
berkeadilan. Penguatan partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan cara 
mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan penggalian potensi masyarakat untuk 
menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Seperti yang 
diungkapkan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi dalam buku Reformasi 
Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah bahwa: 
“Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh 
lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah 
perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan dunia 
usaha/industri) untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program 
pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik 
agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan 
efektivitas pendidikannya. Partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya 
dalam bentuk dana, melainkan juga sumbangan pemikiran dan tenaga.”(Jalal 
& Supriyadi, 2001 : 99) 
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Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan dapat diwadahi oleh 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, oleh karena itu dibentuklah Dewan 
Pendidikan di tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota dan Komite Sekolah 
pada tingkat satuan pendidikan. Embrio Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 
sudah ada sejak tahun 1993 yaitu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu 
Penyelenggara Pendidikan, kemudian diamanatkan pada Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 
dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam 
Kepmendiknas tersebut Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki empat 
peran yang harus diemban yaitu: 
1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan;  
2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran 
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;  
3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;  
4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (legislatif) dengan masyarakat.  
 
Perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hanya terletak 
pada ruang lingkup kerjanya saja. Dewan Pendidikan bersifat makro 
berkedudukan di provinsi/kabupaten/kota, sedangkan Komite Sekolah 
berkedudukan di satuan pendidikan/sekolah/madrasah. Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis 
dengan pemerintah daerah maupun pusat. Hubungan kerja antara Dewan 
Pendidikan, Komite Sekolah, dan lembaga pemerintah adalah bersifat koordinatif. 
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Melihat peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut tentu tidak 
mengherankan apabila masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap 
keberadaannya. Terlebih selama ini masyarakat merasa kesulitan untuk 
mengartikulasikan kepentingan dalam bidang pendidikan kepada pihak sekolah, 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu pembentukan Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah dianggap sebagai solusi terbaik untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, harapan tersebut seakan tercederai 
oleh beberapa kasus yang membuat kredibilitas Dewan Pendidikan dan Komite 
Sekolah menjadi lemah. Di luar Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan bahwa 
kiprah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mengundang beragam kritikan, 
diantaranya lembaga ini dianggap terlalu banyak ikut campur urusan proses 
belajar-mengajar, melakukan pemungutan biaya yang besar kepada orang tua 
siswa, biaya sekolah menjadi tinggi karena harus membiayai operasional Komite 
Sekolah dan pemungutan berjalan tanpa melalui perundingan dan tidak melihat 
kemampuan setiap orangtua siswa. Suara pembaharuan (dalam Tamirin dkk, 
2009: 3). 
Secara kuantitatif, Dewan Pendidikan kabupaten/kota dan Komite Sekolah 
baik negeri maupun swasta memang telah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota 
di Indonesia. Namun belum sepenuhnya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite 
Sekolah/madrasah dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Salah 
satu faktor penyebabnya antara lain karena masih kurangnya pemahaman masyarakat 
dan pemangku kepentingan pendidikan (stakeholder) tentang kedudukan, fungsi dan 
tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 
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Tahun 2011 Kerjasama Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan 
Menengah dan tim peneliti UNY melakukan kajian evaluasi dampak kontribusi 
Dewan Pendidikan/Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan 
sekolah menengah dengan sampel penelitian adalah Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah yang ada di 20 provinsi. Dari penelitian tersebut didapatkan 
bahwa institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat diperlukan sebagai 
wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Kinerja Dewan Pendidikan secara keseluruhan mendapat nilai nilai rata-rata-rata 
62,75; sedangkan kinerja Komite Sekolah mendapat nilai rata-rata 76,5. Nilai 
kinerja Dewan Pendidikan secara kualitatif dapat dikategorikan pada nilai sedang 
dan nilai kinerja Komite Sekolah dapat dikatogorikan cukup baik. Kontribusi 
Dewan Pendidikan terhadap mutu sekolah baru 5% dan kontribusi Komite 
Sekolah terhadap mutu sekolah 16%. Selain itu, ditemukan pula bahwa Dewan 
Pendidikan (a) belum fokus pada tugasnya sebagai badan pertimbangan, 
pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga 
pelaksanaannya belum optimal, (b) belum ada koordinasi dan komunikasi yang 
baik dan erat antar anggota Dewan Pendidikan, antara Dewan Pendidikan dan 
dinas pendidikan, Dewan Pendidikan dengan sekolah, serta hubungan dengan 
stakeholder terkait, (c) tidak adanya dana penunjang kegiatan Dewan Pendidikan 
sehingga pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Pendidikan belum optimal, (d) 
tidak adanya pelibatan Dewan Pendidikan dalam menentukan kebijakan strategis 
bidang kependidikan, sehingga fungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, 
pengontrol, maupun sebagai badan penghubung tidak berjalan dengan baik dan (e) 
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terbatasnya personalia anggota Dewan Pendidikan menimbulkan dampak sulitnya 
melaksanakan tugas sebagai badan pengontrol (Tim Peneliti UNY, 2011: 73). 
Hasil studi pustaka yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa di Kota 
Surabaya, pengawasan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
Pendidikan (SPM) yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan belum optimal 
(Rendra, 2015). Sama halnya dengan Dewan Pendidikan di Kabupaten Sleman 
bahwa Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di Kabupaten Sleman belum 
seperti yang diharapkan (Joko, 2013: 38). Meski secara kuantitatif sudah 
menunjukkan kinerja yang baik, namun hasil FGD ditemukan beberapa peran 
yang belum dijalankan secara optimal, terutama peran supporting dan controlling. 
Sementara itu, di Kota Yogyakarta, setelah dilaksanakan Program Pemberdayaan 
Komite Sekolah oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, belum semua Komite 
SD se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta melakukan perubahan terkait 
pelaksanaan peran Komite Sekolah yang diberikan pada  saat pelatihan (Adam, 
2012: 95). Hal senada juga ditemukan oleh Puspita Anjas Putri (2012: 135) yang 
menyatakan bahwa peran Komite Sekolah di SMP N 5 Yogyakarta sudah efektif 
dalam melaksanakan peran pertimbangan dan penghubung namun, masih kurang 
efektif dalam memberi dukungan dan pengontrolan dalam penyelenggaraan 
program sekolah. 
Tahun 2010 keberadaan Dewan Pendidikan kembali dipertegas melalui 
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. Pada pasal 192 disebutkan bahwa Dewan 
Pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi, 
7 
 
dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, yang berfungsi dalam peningkatan mutu 
pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara 
mandiri dan profesional dengan tugas menghimpun, menganalisis, dan 
memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap 
keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan memberi laporan kepada masyarakat 
melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis 
sebagai pertanggungjawaban publik. 
Interpretasi dan penilaian publik terhadap Dewan Pendidikan merupakan 
pencerminan dari pelaksanaan peran dan fungsi yang dijalankan oleh Dewan 
Pendidikan, oleh karena itu untuk melihat sejauh mana Dewan Pendidikan 
melaksanakan perannya dapat dilihat dari hasil interpretasi dan penilaian dari publik. 
Dalam kerangka psikologi, interpretasi merupakan bagian dari proses persepsi. 
Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2009: 175) menyebutkan bahwa 
persepsi (perception) adalah proses dimana individu mengatur dan 
menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 
lingkungan mereka. Kemudian, dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa 
dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti 
persepsi, yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses 
komunikasi (Deddy, 2011: 180). 
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Pengertian publik dalam himpunan istilah hubungan masyarakat (public 
relation) adalah sekelompok individu yang terikat oleh satu rasa kebersamaan dan 
karakteristik yang sama. Jadi yang dimaksud dengan publik Dewan Pendidikan 
kabupaten/kota adalah masyarakat yang berada di kabupaten/kota tempat dimana 
Dewan Pendidikan tersebut berada. Selain sebagai pihak yang berhak menerima 
pertanggungjawaban, publik juga berperan penting dalam memberikan kritik, 
saran, serta penilaian terhadap pelaksanaan tugas, peran dan fungsi dari Dewan 
Pendidikan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 
dengan judul “Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta”, guna melihat bagaimana tingkat persepsi yang diberikan publik 
terhadap peran yang diemban Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari pemaparan latar belakang di atas teridentifikasi masalah sebagai 
berikut: 
1. Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/madrasah belum sepenuhnya 
dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Bahkan di berbagai 
daerah di Indonesia, kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinilai 
belum optimal. Beberapa kasus di luar DIY ditemukan penyalahgunaan peran 
dan fungsi dari Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 
2. Pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan tentang 




3. Hasil penelitian dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa dewan 
dan komite belum memiliki komitmen, kualifikasi dan komptensi kerja yang 
memadai dalam melaksanakan peran sebagai badan pemberi pertimbangan, 
pendukung, pengontrol dan penghubung. Sebagian dinas pendidikan dan 
sekolah kurang memerlukan keberadanaan dewan dan komite, sehingga 
mereka kurang dilibatkan dalam berbagai kegiatan strategis. 
4. Belum ada dukungan tempat kerja dan dana sebagai pendukung pelaksanaan 
kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 
5. Belum semua Komite SD se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta melakukan 
perubahan terkait pelaksanaan peran Komite Sekolah meskipun telah 
dilaksanakan Program Pemberdayaan Komite Sekolah oleh Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta. 
6. Peran Komite Sekolah masih kurang efektif dalam memberi dukungan dan 
pengontrolan dalam penyelenggaraan program sekolah. 
 
C. Batasan Masalah 
Penelitian ini dibatasi pada persepsi publik terhadap peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018. Persepsi publik yang 
dimaksud adalah pandangan/tanggapan publik yang terdiri atas unsur Komite 
Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Komisi D DPRD Kota 
Yogyakarta. Adapun peran yang dipersepsikan meliputi peran sebagai badan 





D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana persepsi publik secara khusus terhadap peran Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 berdasarkan aspek perannya: 
a. Sebagai badan pertimbangan? 
b. Sebagai badan pendukung? 
c. Sebagai badan pengontrol? 
d. Sebagai badan penghubung? 
2. Bagaimana persepsi publik secara keseluruhan terhadap peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui persepsi publik secara khusus terhadap peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 berdasarkan aspek 
perannya: 
a. Sebagai badan pertimbangan. 
b. Sebagai badan pendukung. 
c. Sebagai badan pengontrol. 
d. Sebagai badan penghubung. 
2. Untuk mengetahui persepsi publik secara keseluruhan terhadap peran Dewan 





F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan memperkaya 
bahan pustaka mengenai aplikasi teori persepsi ke dalam penelitian di bidang 
pendidikan. Persepsi dapat dikaitkan ke dalam bidang manajemen hubungan 
masyarakat, dimana untuk mengetahui ketercapaian tujuan suatu organisasi dapat 
diketahui melalui interpretasi/ tanggapan masyarakat mengenai suatu objek yang 
dipersepsikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Komite Sekolah 
Sebagai sarana penyampaian aspirasi terkait peran yang telah 
dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. 
b. Bagi Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta 
Sebagai bahan pertimbangan serta masukan kepada Dewan Pendidikan 
pada umumnya dan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta secara khusus untuk 
melaksanakan peran dan fungsi dalam mencapai tujuannya; 1) mewadahi dan 
menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan 
dan program pendidikan, 2) meningkatkan tanggung jawab dan peranserta 
aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, 3) 
menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. 
c. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
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Sebagai rujukan untuk memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan 
dan Dewan Pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 
khususnya di Kota Yogyakarta. 
d. Bagi Komisi D DPRD Kota Yogyakarta 
Sebagai rujukan untuk memperkuat koordinasi antara Komisi D DPRD 
dan Dewan Pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 
khususnya di Kota Yogyakarta. 
e. Bagi Masyarakat 
Sebagai sumber informasi bahwa partisipasi masyarakat sebagai 
stakeholder pendidikan sangatlah diperlukan. Masyarakat dapat menyalurkan 
aspirasi, dukungan, kritik dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota demi 








A. Kajian Pustaka 
1. Persepsi 
a. Pengertian Persepsi 
Pengertian persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 
1061), diartikan sebagai, “1. Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 
serapan, 2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 
inderanya.” 
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-
hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 
pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory 
stimuli) (Jalaluddin, 2013: 50). 
Bimo Walgito (2005: 99-100) menjelaskan bahwa persepsi merupakan 
pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya 
sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang 
integrated dalam diri individu. Selanjutnya, makmuri Muchlas (2008: 112) 
mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana individu mengorganisasikan 
dan menginterpretasikan impresi sensorisnya supaya dapat memberikan arti 
kepada lingkungan sekitarnya. 
Perspektif ilmu komunikasi mendefinisikan persepsi sebagai inti 
komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang 




Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 
proses pemberian makna yang dilakukan individu terhadap stimulus suatu 
objek melalui penginderaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian. 
b. Syarat Terjadinya Persepsi 
Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah 
sebagai berikut: 
1) Adanya objek yang dipersepsi 
2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 
persiapan dalam mengadakan persepsi. 
3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus 
4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 
kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. 
Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam 
persepsi yaitu: Objek atau stimulus yang dipersepsi, alat indera dan syaraf-
syaraf serta pusat syaraf,dan perhatian. 
Dua pendapat di atas memberikan kesamaan bahwa supaya proses 
persepsi dapat terjadi maka disyaratkan ada empat aspek yaitu objek atau 
stimulus yang dipersepsi, perhatian, alat indera/reseptor, serta syaraf sensoris 
sebagai jembatan antara stimulus dan otak. 
c. Tahapan serta Proses Persepsi 
Deddy Mulyana (2011: 181) menjelaskan bahwa persepsi meliputi: 
1) Penginderaan (sensasi) melalui alat-alat indera (indera peraba, penglihat, 





Menurut Miftah Toha (2003: 145-146), proses terbentuknya persepsi 
didasari pada beberapa tahapan, yaitu: stimulus atau rangsangan, registrasi, 
interpretasi, dan umpan balik (feed back). 
Pearson dan Paul E, Nelson (dalam Deddy, 2011: 181) menyebutkan 
bahwa persepsi terdiri dari tiga aktivitas, yaitu seleksi, organisasi, dan 
interpretasi. Sementara itu Goodacre dan Follers (dalam Deddy, 2011: 181) 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan seleksi sebenarnya mencakup 
sensasi dan atensi, sedangkan organisasi melekat pada interpretasi, yang dapat 
didefinisikan sebagai “meletakkan suatu rangsangan bersama rangsangan 
lainnya sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna.” 
Lebih lanjut Bimo Walgito menjelaskan proses terjadinya persepsi 
bahwa objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau 
reseptor. 
“Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau 
proses fisik. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf 
sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. 
Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 
individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa 
yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran 
inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat 
dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu 
menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau 
apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses 
ini merupakan proses akhir dari persepsi dan merupakan persepsi 
sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh 




Alex Sobur (2011: 446-447) memberi penjelasan yang lebih luas 
mengenai teori rangsangan-tanggapan (stimulus-respon/SR) bahwa persepsi 
merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan 
setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis yang 
mungkin adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. 
Penalaran 
Rangsangan             Persepsi         Pengenalan   Tanggapan 
 Perasaan 
Gambar 1. Variabel Psikologis di antara Rangsangan dan Tanggapan 
 
Gambar tersebut menjelaskan bahwa persepsi, pengenalan, penalaran 
dan perasaan terkadang disebut sebagai variabel psikologis yang muncul 
antara rangsangan dan tanggapan (SR).  Dalam dunia psikologis rumus S-R ini 
telah diterima secara luas karena unsur-unsur dasarnya (persepsi, pengenalan, 
penalaran dan perasaan) mudah dipahami dan digunakan oleh ilmu sosial 
lainnya, Hannessy (dalam Alex, 2011: 447). 
“Dari segi psikologis dikatakan bahwa tingkah laku seseorang 
merupakan merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, 
untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah 
persepsinya” (Alex, 2011: 447). 
Perhatian adalah hal uyang sangat diperlukan dalam proses persepsi, hal 
ini dikarenakan individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi 
dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya, 
proses selanjutnya adalah pengorganisasian, dan interpretasi. 
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d. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
1) Pembagian Persepsi 
Persepsi manusia sebenarnya terbagi menjadi dua yaitu persepsi 
terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia yang 
sering disebut persepsi sosial. Persepsi terhadap lingkungan fisik berbeda 
dengan persepsi terhadap lingkungan sosial. Menurut Robert Hopper dan 
Jack L. Whitehead (dalam Deddy, 2011: 184) perbedaan antara persepsi 
terhadap lingkungan fisik dan persepsi terhadap lingkungan sosial adalah 
sebagai berikut: 
a) Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan 
persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan 
nonverbal. Manusia lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih 
sulit diramalkan. 
b) Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan 
persepsi terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam 
(perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Persepsi terhadap manusia 
bersifat interaktif sedangkan persepsi terhadap objek tidak. 
c) Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, 
objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena 
itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, 
lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Maka persepsi terhadap 




2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Menurut Makmuri Muchlas (2008: 113) selektivitas persepsi 
dipengaruhi oleh faktor perhatian luar dan faktor perhatian dalam.  
a) Faktor perhatian luar terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar 
seperti intensitas, ukuran, kontras, repetisi, gerakan, keterbaruan dan 
keterbiasaan. 
b) Faktor perhatian dalam didasarkan pada masalah psikologis individu 
yang bersifat kompleks. Manusia akan memilih stimuli atau situasi-
situasi lingkungan yang sesuai dengan proses belajar, motivasi, dan 
kepribadian. 
Senada dengan hal tersebut, Alex Sobur (2011: 452-445) 
menyebutkan bahwa perbedaan persepsi disebabkan oleh faktor internal 
dan faktor eksternal. 
a) Faktor Internal. 
Faktor internal yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan 
psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan 
kepercayaan umum, dan penerimaan diri. 
b) Faktor Eksternal 
Faktor eksternal yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah 
intensitas, ukuran, kontras, gerakan, ulangan, keakraban, dan sesuatu yang 
baru. 
Menurut Makmuri Muchlas (2008: 119) Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi persepsi seseorang terletak pada tiga aspek yaitu pelaku 
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persepsi, objek/target persepsi, dan konteks situasi. Lebih lanjutnya 
dijelaskan sebagai berikut: 
a) Pelaku Persepsi. 
Interpretasi seseorang terhadap objek sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik pribadinya (masing-masing  pelaku persepsi). Karakteristik 
pribadi yang dapat mempengaruhi persepsi diantaranya adalah sikap, 
motif, interest, pengalaman masa lalu, dan ekspektasi. 
b) Target Persepsi. 
Karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi 
mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan. Gerakan, suara, ukuran, dan 
berbagai atribut lainnya dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 
objek tersebut. 
c) Situasi. 
Elemen-elemen dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi 
persepsi seseorang. Dalam hal ini, situasi berkaitan erat dengan bagaimana 
suatu objek menempatkan diri dalam ruang waktu dan tempat. 
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di 
sekelilingnya. Sejumlah faktor juga dapat berpengaruh dalam 
memperbaiki atau terkadang mendistorsi persepsi individu. Menurut 
Fisher dan Adam (dalam, Deddy, 2011: 191-213) Terdapat beberapa 
prinsip penting mengenai persepsi sosial yang menjadi pembenaran atas 




a) Persepsi Didasarkan pada Pengalaman 
Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai 
realitas (sosial) yang telah dipelajari. Persepsi manusia terhadap seseorang, 
objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan 
pengalaman (dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, 
objek atau kejadian serupa.  
b) Persepsi Bersifat Selektif 
Setiap saat manusia mendapatkan jutaan rangsangan inderawi. 
Apabila manusia harus menafsirkan setiap rangsangan tersebut maka 
manusia bisa gila karena kemampuan manusia dalam menangkap 
rangsangan sangatlah terbatas. Cara manusia mengatasi rangsangan 
tersebut dengan memperhatikan sedikit saja rangsangan. Atensi manusia 
pada rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas 
manusia atas rangsangan tersebut. 
c) Persepsi Bersifat Dugaan 
Proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan manusia 
menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu 
sudut pandang manapun. Oleh karena informasi yang lengkap tidak pernah 
tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan 
informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan itu. Manusia harus 
mengisi ruang yang kosong untuk melengkapi gambaran itu dengan 
menyediakan informasi yang hilang. Dengan demikian, persepsi juga 
adalah proses mengorganisasikan informasi yang tersedia, menempatkan 
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rincian yang diketahui dalam skema organisasional tertentu yang 
memungkinkan manusia memperoleh makna lebih umum. 
d) Persepsi Bersifat Evaluatif 
Persepsi adalah proses kognitif psikologis dalam diri manusia yang 
mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan untuk 
memaknai objek persepsi. Dengan demikian persepsi bersifat pribadi dan 
subjektif. Steve Duck menyatakan bahwa realitas tidak dapat 
dipersepsikan tanpa melalui suatu proses unik dan alasan sangat pribadi 
untuk bertindak dalam suatu hubungan sosial. Tidak sesorangpun 
mempersepsi suatu objek tanpa mempersepsi seberapa “baik” atau “buruk” 
objek tersebut. 
e) Persepsi Bersifat Kontekstual 
Rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Dari semua pengaruh 
dalam persepsi manusia, konteks merupakan salah satu pengaruh paling 
kuat. Ketika manusia melihat seseorang, suatu objek, atau suatu kejadian, 
konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan 
dan oleh karenanya juga persepsi manusia. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik garis besar bawa persepsi 
terbagi menjadi dua yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik), dan 
persepsi terhadap manusia (persepsi sosial). Sedangkan faktor yang 
berpengaruh terhadap perbedan persepsi pada dasarnya berasal dari faktor 
yang bersumber dari dalam diri manusia (faktor internal) dan faktor yang 
berada di luar diri manusia (faktor eksternal). Faktor internal seperti proses 
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belajar/pengetahuan, motivasi, kepribadian kebutuhan psikologis, latar 
belakang, pengalaman, interest, ekspektasi, sikap dan kepercayaan umum, 
serta penerimaan diri. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa intensitas, 
ukuran, kontras, repetisi/ulangan, gerakan, keterbaruan dan 
keterbiasaan/keakraban, dan situasi. Sementara itu, prinsip penting mengenai 
perbedaan persepsi yaitu persepsi didasarkan pada pengalaman, persepsi 
bersifat selektif, persepsi bersifat dugaan, persepsi bersifat evaluatif, dan 
persepsi bersifat kontekstual. 
Berdasarkan teori di atas terdapat faktor penyebab dalam perbedaan 
persepsi baik yang berasal dari masing-masing individu maupun yang berasal 
dari lingkungan ataupun objek yang akan dipersepsi. Hal tersebut akan 
mempengaruhi perbedaan persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta. Berbagai persepsi publik yang terbentuk merupakan 
tanggapan dari strimulus/rangsangan terhadap peran yang telah dilaksanakan 
Dewan Pendidikan, apabila peran yang diemban Dewan Pendidikan 
dilaksanakan secara optimal melalui program-programnya maka akan 
didapatkan hasil persepsi publik yang baik terhadap peran tersebut. 
2. Publik (Masyarakat) 
a. Pengertian Masyarakat 
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan “publik” maka terlebih 
dahulu perlu dipahami tentang “masyarakat”. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-
luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 
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Kata masyarakat dalam bahasa inggris mempunyai istilah ‘society’ yang 
berasal dari kata Latin ‘socius’, yang berarti ‘kawan’. Istilah masyarakat 
sendiri berasal dari kata Arab ‘syaraka’ yang berarti ‘ikut serta, berpartisipasi’ 
(Koentjaraningrat, 1990: 143-144).  
Menurut Hartono dan Arcinun Aziz (2008: 90) masyarakat adalah 
kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah tertentu 
dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, 
untuk menuju kepada tujuan yang sama. 
Definisi masyarakat yang lain dikemukakan oleh para sarjana seperti: 
1) Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat 
adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan 
bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya 
dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-
batas tertentu. 
2) M.J. Heskovits menulis, bahwa masyarakat adalah kelompok individu 
yang diorganisasikan yang mengikuti satu acara hidup tertentu. 
3) J.L. Gilin J.P Gillin mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah 
kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap 
dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu memiputi 
pengelompokan-pengelompokan yang kecil. 
4) S.R. Steinmetz memberikan batasan tentang masyarakat sebagai 
kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-
pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai 
perhubungan erat dan teratur. 
5) Agak lebih terperinci adalah definisi Mac. Iver, yang berbunyi, bahwa 
masyarakat adalah suatu sistem daripada cara kerja dan prosedur, 
daripada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-
kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari 
pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang 
kompleks yang saling berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial 
itulah yang dinamakan masyarakat. (dalam Hartono dan Arcinun Aziz, 
2008: 88-89) 
 
Masyarakat dalam arti luas ialah keseluruhan hubungan-hubungan 
dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan , bangsa dan lain-
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lain. Atau: keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. 
Sedangkan dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang 
dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya: teritorial, bangsa, golongan, 
dan sebagainya, maka ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat 
Minang dan lain-lain (Hartono dan Arcinun Aziz, 2008: 90). 
Apabila masyarakat dilihat dari sudut antropologi maka terdapat 
kecenderungan untuk melihat dua tipe masyarakat. 
1) Pertama, satu masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, yang belum 
mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan teknologinya 
relatif sederhana. Satu masyarakat yang struktur dan aspek-aspeknya 
masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan. Masyarakat yang sederhana 
ini menjadi obyek penyelidikan antropologi sosial. 
2) Kedua, masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan 
spesialisasi dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah 
maju, teknologi maju, dan sudah mengenal tulisan. Suatu masyarakat yang 
sukar dilihat sekaligus segi-segi kegiatannya, dan yang hanya diselidiki 
dengan baik dan didekati sebagian saja. Masyarakat yang kompleks ini 
adalah objek penyelidikan sosiologi. 
Pada setiap masyarakat terdapat jumlah kelompok dan kesatuan sosial 
yang tidak hanya satu, disamping itu individu sebagai warga masyarakat dapat 
menjadi bagian dari berbagai kelompok dan atau kesatuan sosial yang hidup 
dalam masyarakat tersebut. Lebih jauh Hartono dan Arcinun Aziz (2008: 94-
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100) menjelaskan hubungan masyarakat dengan penggolongan-penggolongan 
maka ada beraneka ragam kelompok berdasarkan bentuk dan kriterianya. 
1) Kelompok Primer dan Sekunder 
Kelompok primer adalah kelompok yang ditandai ciri-ciri saling 
mengenal antara anggotanya serta kerjasama erat dan bersifat pribadi. 
Sedangkan kelompok sekunder adalah sebaliknya yang biasanya terdapat 
dalam masyarakat modern yang tidak saling mengenal antar hubungan 
langsung. 
2) In Group dan Out Group 
In group atau kelompok dalam, adalah setiap kelompok yang 
dipergunakan oleh seseorang untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri, 
sedangkan outgroup atau kelompok luar yang semuanya berada di luar 
kelompok dalam. 
3) Gemeinchaft dan Gesellchaft 
Gemeinchaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana terdapat unsur 
pengikat berupa hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah dan kekal, 
biasanya berdasarkan ikatan darah, tempat tinggal, serta jiwa dan pemikiran 
yang sama. Sedangkan gesellchaft dapat diartikan sebagai bentuk ikatan 
bersama berupa ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu tertentu 
yang didasarkan pada adanya kebutuhan timbal balik. 
4) Formal Group dan Informal Group 
Formal group adalah suatu kelompok sosial yang didalamnya terdapat 
aturan yang tegas yang sengaja dibuat dalam rangka untuk mengatur antara 
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hubungan para anggotanya. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok 
sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi pasti. 
5) Community 
Adalah kelompok yang memperhitungkan keanggotaannya berdasarkan 
hubungan anggotanya dengan lingkungan setempat. 
6) Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota 
Desa atau dusun pada umumnya selalu menerima pengaruh kota. 
Sementara itu masyarakat primitif adalah masyarakat yang berada sepenuhnya 
bersifat pedesaann, dan masyarakat yang selalu merupakan masyarakat 
kekotaan. Perbedaan antara desa dan kota adalah tidak tetap, karena yang 
dimaksud dengan desa itu tak akan pernah memiliki sifat pedesaan secara 
terus menerus. 
7) Kerumunan dan Publik. 
Kerumunan merupakan kelompok sosial yang bersifat sementara, tidak 
terorganisir tetapi masih mungkin ada pemimpin tetapi tidak ada pembagian 
kerja atau sistem status. Sedangkan publik adalah kelompok yang cerai berai 
atau tidak terkumpul. 
b. Publik 
Telah disinggung sebelumnya bahwa publik adalah kelompok yang 
berbeda dengan kerumunan, publik adalah kelompok yang cerai berai atau 
tidak terkumpul. Anggota publik tidak pernah bertemu antara sesamanya. 
Mereka melakukan hubungan melalui media tidak langsung seperti telepon, 
radio, televisi, surat kabar dan sebagainya. Berkat media tidak langsung itulah 
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maka anggota publik dapat menjadi besar. Karena ukurannya yang serba luas 
itulah publik tidak dapat memperlihatkan proses pergumulan anggotanya, 
fokus, identitas, emosional dan kesempatan yang mendesak seperti 
kerumunan. Publik merupakan kelompok yang berhubungan dengan perkiraan 
dan pikiran, sehingga publik selalu dihubungkan dengan pendapat atau opini. 
Individu yang menjadi anggota publik nampak lebih sadar terhadap diri 
dan kepentingannya daripada terhadap kelompoknya. Ia tidak perlu 
terpengaruh oleh hadirnya orang lain. Ia bertindak sesuai dengan obyek yang 
menarik perhatiannya dan berdasarkan dorongan yang timbul daripadanya, 
berhubungan dengan pengambilan keputusan tentang sesuatu isu sesuai 
dengan pikirannya. Dengan demikian tingkah laku publik itu didasarkan 
kepada tindakan-tindakan perorangan yang bersifat mengambil keputusan. 
Melalui uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa publik adalah 
salah satu bentuk penggolongan atau pengelompokan-pengelompokan 
masyarakat berdasarkan hubungannya, ragam bentuk, serta kriterianya. 
Berbeda dengan kolektivitas yang lain, publik adalah kelompok yang 
anggotanya terpisah-pisah dan penggolongannya berdasar pada kepentingan 
individunya. Anggota publik melakukan hubungan melalui media tidak 
langsung seperti telepon, radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Apabila 
dikaitkan dengan Dewan Pendidikan, maka dalam hal ini publik adalah 
kelompok masyarakat yang akan mendapatkan laporan pelaksanaan tugas dari 
Dewan Pendidikan. Tertuang dalam pasal 192 ayat 5 PP Nomer 77 tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan disebutkan bahwa 
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Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, 
pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. 
Dilihat dari frame Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta maka yang 
dimaksud dengan “publik” dari Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta tidak lain 
adalah masyarakat Kota Yogyakarta itu sendiri. Pada penelitian ini, 
kompleksitas publik yang tersebar luas di Kota Yogyakarta tersebut akan 
dibatasi pada Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan 
Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. 
3. Dewan Pendidikan 
Landasan Yuridis mengenai Dewan Pendidikan dapat dilihat pada 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknasdiknas) Nomor 
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang disertai 
lampiran mengenai acuan pembentukan Dewan Pendidikan. Selanjutnya, 
Kepmendiknas tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 
tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan adanya 
kebijakan otonomi daerah maka tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pendidikan menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga ketentuan-ketentuan 
terkait Dewan Pendidikan dapat diatur dalam keputusan bupati/walikota setempat 
selama tidak bertentangan dengan PP tersebut. 
a. Peran Serta Masyarakat 
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi utuk memperbaiki 
akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan 
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dan penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, 
pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. 
Pasal 188 PP Nomer 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Pendidikan secara khusus menyebutkan peran serta masyarakat dapat 
disalurkan melalui: 
1) Dewan Pendidikan tingkat nasional; 
2) Dewan Pendidikan tingkat provinsi; 
3) Dewan Pendidikan tingkat kabupaten/kota; 
4) Komite Sekolah/madrasah; dan/atau 
5) organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan 
b. Pengertian, Nama, dan Ruang Lingkup Dewan Pendidikan 
1) Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 
2) Nama badan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah 
masing-masing seperti Dewan Pendidikan, majelis pendidikan, atau 
nama lain yang disepakati. 
3) Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur 
pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. 
Dewan Pendidikan sendiri terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, 
Dewan Pendidikan Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam 
kajian ini akan berfokus pada Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai 




c. Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan 
Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan 
memberikan rekomondasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap 
keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian 
dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, fungsi Dewan 
Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan, arahan dan dukungan 
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Fungsi tersebut dijalankan Dewan 
Pendidikan secara mandiri dan profesional. 
Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, 
pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. 
d. Peran Dewan Pendidikan 
Dijelaskan dalam Kepmendiknas No.004/U/2002 tentang Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa peran Dewan Pendidikan adalah 
sebagai:  
1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan;  
2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, 
pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;  
3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;  
4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (legislatif) dengan masyarakat.  
 
Peran tersebut selanjutnya diperinci melalui fungi Dewan Pendidikan 
yang dijelaskan pada enam poin sebagai berikut: 
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1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;  
2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), 
pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu;  
3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;  
4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 
pemerintah daerah/DPRD mengenai:  
a) kebijakan dan program pendidikan;  
b) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;  
c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala 
satuan pendidikan;  
d) kriteria fasilitas pendidikan; dan  
e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;  
5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; 
6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 
 
Melalui peran dan fungsi inilah Dewan Pendidikan melakukan 
perumusan program, kebijakan, dan kegiatan yang kreatif dan inovatif. 
Selanjutnya berdasarkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan inilah yang akan 
dijadikan indikator dalam pembuatan instrumen penelitian. Sehingga indikator 
peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta yang akan dipersepsi oleh publik 
adalah indikator peran yang sudah tertera dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomer 044/U/2002 yang telah diperkuat oleh Peraturan 
Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Pendidikan. 
Berikut adalah pengelompokan fungsi peran Dewan Pendidikan ke 
dalam aspek peran Dewan Pendidikan yang dilakukan oleh peneliti: 
1) Badan Pertimbangan (Advisory Agency) 
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a) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan 
dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 
b) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria 
tenaga daerah dalam bidang pendidikan, guru/tutor dan kepala satuan 
pendidikan. 
c) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria 
fasilitas pendidikan. 
d) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 
2) Badan Pendukung (Supporting Agency) 
a) Memberi dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun 
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 
b) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
c) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 
3) Badan Pengontrol (Controlling Agency) 
a) Pengontrol dalam rangka transparansi penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan. 
b) Pengontrol dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan. 
c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 
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4) Penghubung (Mediator Agency) 
a) Memberikan mediasi antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. 
b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), 
pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu. 
Setelah dilakukan pengelompokan fungsi ke dalam aspek peran, 
selanjutnya peneliti mengkonsultasikan pengelompokan indikator tersebut 
kepada Dewan Pendidikan dan selanjutnya dijadikan sebagai butir instrumen 
penelitian sebagai alat pengumpul data. 
e. Keanggotaan Dewan Pendidikan 
Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari: 
1) Pakar pendidikan; 
2) penyelenggara pendidikan; 
3) pengusaha; 
4) organisasi profesi; 
5) pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan 
6) pendidikan bertaraf internasional; 
7) pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau 
8) organisasi sosial kemasyarakatan. 
Keanggotaan Dewan Pendidikan kabupaten/kota ditetapkan oleh 
bupati/walikota dengan jumlah keanggotaan paling banyak 11 (sebelas) orang 
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dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan. 
Proses rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan 
melalui pengumuman media cetak, elektronik, dan laman. Dalam prosesnya, 
bupati/walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan 
kabupaten/kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan 
Pendidikan kabupaten/kota sebanyak 22 (dua puluh dua) orang calon setelah 
mendapatkan usulan dari: 
1) organisasi profesi pendidik; 
2) organisasi profesi lain; atau 
3) organisasi kemasyarakatan. 
f. Susunan Kepengurusan  
Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri 
atas ketua dewan dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh para anggota secara 
musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. 
g. Pemberhentian 
Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila: 1) 
mengundurkan diri, 2) meninggal dunia, 3) tidak dapat melaksanakan tugas 
karena berhalangan tetap, 4) atau dijatuhi pidana karena tindak pidana 







Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari: 1) pemerintah, 2) 
pemerintah daerah, 3) masyarakat, 4) bantuan pihak asing yang tidak 
mengikat, dan/atau 5) sumber lain yang sah. 
i. Hubungan Koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 
Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, 
DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah adalah bersifat 
koordinatif. 
Menurut Tim Dosen Ap Fip Uny (2011: 27) model hubungan Dewan 
Pendidikan dengan instansi terkait di kabupaten/kota dapat dilihat melalui 










Gambar 2. Model Hubungan Dewan Pendidikan dengan Instansi-instansi  



















Pasal 198 PP Nomer 17 Tahun 2010 menyebutkan larangan kepada 
Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/madrasah, baik perseorangan 
maupun kolektif dalam hal: 
1) Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian 
seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; 
2) memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau 
orang tua/walinya di satuan pendidikan; 
3) mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara 
langsung atau tidak langsung; 
4) mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara 
langsung atau tidak langsung; dan/atau 
5) melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan 
pendidikan secara langsung atau tidak langsung. 
k. Pengawasan 
Secara umum, Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap 
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota sesuai dengan kedudukannya. Hasil pengawasan oleh 






B. Penelitian Relevan 
Hasil penelitian relevan yang dijadikan sebagai bahan pendukung dalam 
pelaksanaan penelitian ini yaitu: 
1. Laporan penelitian Tim Peneliti UNY (2011) mengenai “Kajian Evaluasi 
Dampak Kontribusi Dewan Pendidikan /Komite Sekolah terhadap 
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah” yang menunjukkan bahwa 
institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat diperlukan sebagai 
wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Kinerja Dewan Pendidikan secara keseluruhan mendapat nilai nilai rata-rata-
rata 62,75; sedangkan kinerja Komite Sekolah mendapat nilai rata-rata 76,5. 
Nilai kinerja Dewan Pendidikan secara kualitatif dapat dikategorikan pada 
nilai sedang dan nilai kinerja Komite Sekolah dapat dikatogorikan cukup baik. 
Kontribusi Dewan Pendidikan terhadap mutu sekolah baru 5% dan kontribusi 
Komite Sekolah terhadap mutu sekolah 16%. Disebutkan pula bahwa Dewan 
Pendidikan (a) belum fokus pada tugasnya sebagai badan pertimbangan, 
pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga 
pelaksanaannya belum optimal, (b) belum ada koordinasi dan komunikasi 
yang baik dan erat antar anggota Dewan Pendidikan, antara Dewan 
Pendidikan dan dinas pendidikan, Dewan Pendidikan dengan sekolah, serta 
hubungan dengan stakeholder terkait, (c) tidak adanya dana penunjang 
kegiatan Dewan Pendidikan sehingga pelaksanaan fungsi dan peran Dewan 
Pendidikan belum optimal, (d) tidak adanya pelibatan Dewan Pendidikan 
dalam menentukan kebijakan strategis bidang kependidikan, sehingga fungsi 
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sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan 
penghubung tidak berjalan dengan baik dan (e) terbatasnya personalia anggota 
Dewan Pendidikan menimbulkan dampak sulitnya melaksanakan tugas 
sebagai badan pengontrol. Selain itu, Terdapat beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan kerja Dewan Pendidikan yaitu, pemahaman terhadap tugas, 
fungsi dan peran dewan yang masih kurang, keberadaan Dewan Pendidikan 
dirasakan “mengganggu” kerja eksekutif sehingga pelibatan dewan dalam 
berebagai tugas kurang optimal; penghayan nilai kerja dewan yang kurang; 
tidak ada tempat kerja dan dukungan dana; dan komptensi anggota dewan 
masih kurang. 
2. Hasil penelitian Adam Alhady (2012) mengenai “Pemberdayaan Komite 
Sekolah di Kecamatan Danurejan oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta” 
menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan program pemberdayaan peran 
Komite Sekolah yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta 
melalui kegiatan pelatihan yang dilanjutkan dengan kegiatan monitoring 
terhadap Komite Sekolah SD se- Kecamatan Danurejan Yogyakarta belum 
semua Komite Sekolah melakukan perubahan terkait pelaksanaan peran 
Komite Sekolah yang diberikan saat pelatihan. 
3. Hasil penelitian Puspita Anjas Putri (2012) mengenai  keefektifan peran 
Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency), badan 
pendukung (supporting agency), badan pengontrol (controlling agency), dan 
badan penghubung (mediator agency) di SMP N 5 Yogyakarta menunjukkan 
bahwa peran Komite Sekolah di SMP N 5 Yogyakarta sudah efektif dalam 
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melaksanakan peran pertimbangan dan penghubung namun, masih kurang 
efektif dalam memberi dukungan dan pengontrolan dalam penyelenggaraan 
program sekolah. 
4. Hasil Penelitian Joko Tri Nugraha (2013) mengenai “Peran Komite Sekolah 
dan Dewan Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di 
Kabupaten Sleman” yang menunjukkan peran Komite Sekolah dan Dewan 
Pendidikan di Kabupaten Sleman belum seperti yang diharapkan. Meski 
secara kuantitatif sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun hasil FGD 
ditemukan beberapa peran yang belum dijalankan secara optimal, terutama 
peran supporting dan controlling karena ada beberapa hambatan diantaranya 
masih adanya inkonsistensi kebijakan, kurangnya dukungan sumber daya 
manusia maupun dana dan sarana, adanya mispersepsi dan mis-informasi 
dalam memaknai peran dan fungsi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan 
serta kurangnya partisipasi masyarakat maupun kalangan usaha. 
5. Hasil Penelitian Rendra Vicky Firmansyah (2015) mengenai “Proses 
Pengawasan Dewan Pendidikan Surabaya dalam Mencapai Standar Pelayanan 
Minimal Pendidikan” yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Pendidikan Surabaya belum optimal, sebab Dewan Pendidikan 
Surabaya jarang melakukan monitoring langsung, monitoring langsung 
biasanya dilakukan oleh Dewan Pendidikan Surabaya hanya ketika muncul 
permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya, sehingga Dewan 
Pendidikan Surabaya tidak dapat mengidentifikasi secara langsung sebab dan 
akibat masalah pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang secara umum menunjukkan 
bahwa kinerja dan peran Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah di berbagai 
daerah masih belum optimal sehingga menjadi dasar bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian terkait peran Dewan Pendidikan dengan judul persepsi 
publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk 
melihat bagaimana tingkat persepsi yang diberikan publik terhadap peran yang 
telah dilaksanakan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta khususnya untuk masa 
jabatan 2014-2018. 
 
C. Kerangka Pikir 
Penguatan partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat 
dapat diwujudkan dengan berperan serta dalam bentuk penyediaan sumber daya 
pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, penggunaan hasil pendidikan, 
pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pengawasan pengelolaan pendidikan, 
pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada 
pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau pemberian bantuan 
atau fasilitas kepada satuan pendidikan, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan 
dalam menjalankan fungsinya. Hal ini sesuai dengan pasal 188 mengenai 
komponen peran serta masyarakat pada PP Nomer 17 tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Secara khusus peran serta 
masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan melalui  Dewan Pendidikan 
tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Komite Sekolah/madrasah, dan/atau 
organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. 
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Bentuk partisipasi masyarakat dapat diakomodir oleh Dewan Pendidikan 
dimana tugas Dewan Pendidikan kabupaten/kota adalah menghimpun, 
menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota terhadap 
keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Sementara 
itu, fungsi Dewan Pendidikan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 
adalah dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana 
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota. 
Dewan Pendidikan adalah badan independen yang dilandasi prinsip 
kemandirian organisasi, memiliki peran sebagai badan pertimbangan (advisory 
agency), badan pendukung (supporting agency), badan pengontrol (controlling 
agency), dan penghubung (mediator agency). Pada lingkup kabupaten/kota, 
Dewan Pendidikan menjalin koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota 
setempat. Instansi tersebut adalah Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan Komisi 
D DPRD kabupaten/kota. 
Sebagai badan independen, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dapat 
melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 
dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada bupati/walikota. Sedangkan 
dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan 
laporan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, 
dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. 
Kinerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya 
dapat dilihat melalui tingkat persepsi yang diberikan publik terhadap pelaksanaan 
42 
 
Peran Dewan Pendidikan 
1. Badan pertimbangan (advisory agency) 
2. Badan pendukung (supporting agency) 
3. Badan pengontrol (controlling agency) 
4. Penghubung (mediator) 
peran yang diemban oleh Dewan Pendidikan. Semakin baik tingkat persepsi 
publik terhadap Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta maka mengindikasikan 
bahwa Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta telah melaksanakan peran tersebut 
dengan baik. Untuk memudahkan dalam proses penelitian, berikut ini 









































A. Desain Penelitian 
Berdasarkan hakikat masalahnya, penelitian ini masuk ke dalam penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu objek atau 
kegiatan yang menjadi perhatian peneliti (Deni, 2014: 49). Menurut Sugiyono 
(2011: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 
lain. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif, 
artinya semua informasi atau data diwujudkan dalam angka dan analisisnya 
berdasarkan analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2011: 14), data 
kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 
Dalam buku lain Sugiyono menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif 
menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis 
numerikal (dalam Andi, 2011: 51). 
Informasi atau data diperoleh dengan menggunakan metode survei, yaitu 
metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang 
terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, 
perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel 
sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik 
pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) dan hasil 
penelitian cenderung digeneralisasikan (Sugiyono, 2013: 24). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kota Yogyakarta 
yang berlangsung pada Bulan April-Juni 2016. 
 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Menurut Sugiyono (2011: 39), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 
sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu 
persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Variabel tunggal penelitian terdiri atas unsur persepsi, publik, dan peran 
Dewan Pendidikan. Penelitian ini memandang persepsi sebagai suatu kesatuan 
berdasarkan prinsip pentingnya seperti yang disampaikan oleh Fisher dan Adam 
bahwa persepsi seseorang didasarkan pada pengalaman, bersifat selektif, dugaan, 
evaluatif, dan kontekstual. Kemudian yang dimaksud dengan publik adalah  
Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Komisi D DPRD Kota 
Yogyakarta. Selanjutnya, peran Dewan Pendidikan merujuk pada Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional No. 004/U/2003 bahwa Dewan Pendidikan memiliki 
peran sebagai; 1) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan, 2) pendukung (supporting agency), baik yang 
berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, 
3) pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dan 4) mediator antara pemerintah 
(eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. 
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Adapun definisi operasional variabel “Persepsi Publik Terhadap Peran 
Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta” merupakan proses untuk 
menginterpretasikan atau memberi tanggapan atas peran yang telah dilaksanakan 
oleh Dewan Pendidikan kemudian diukur menggunakan instrumen penelitian. 
Persepsi yang terbentuk didasarkan pada pengalaman, bersifat selektif, dugaan, 
evaluatif, dan kontekstual. Sedangkan peran Dewan Pendidikan meliputi peran 
pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol 
(controlling agency), dan penghubung (mediator agency). 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Sugiyono (2011: 90), menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini bersifat 
heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan 
yang berfariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif 
maupun secara kuantitatif (Nurul, 2006: 117). 
Berdasarkan judul penelitian “Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta” maka dapat diketahui bahwa populasi dalam 
penelitian ini adalah “publik” yaitu kelompok masyarakat kota yogyakarta 
yang memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan namun 
keberadaan/tempat tinggalnya tersebar. 
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Agar lebih operasional (bisa dihitung, bisa diukur) maka ditetapkan 
populasi sasaran (target population). Dalam populasi sasaran, peneliti harus 
menjelaskan secara spesifik batasan dan definisi dari populasi yang dipakai 
(Eriyanto, 2007: 63). Berikut ini gambaran populasi dan target populasi. 
Tabel 1. Target Populasi 




(a) What: Publik Dewan 
Pendidikan adalah kelompok 
masyarakat kota yogyakarta 
yang memiliki kepentingan 
dalam bidang pendidikan 
namun keberadaan/tempat 
tinggalnya tersebar. 
(b) Who: publik dibatasi pada 
satuan kerja dan lembaga 
yang berkepentingan dalam 
penyelenggaraan pendidikan  
(c) When: anggota yang masih 
aktif dalam struktur 





Anggota  Komisi D 
DPRD Kota 
Yogyakarta. 
Populasi sasaran dari Komite Sekolah oleh peneliti ditetapkan Komite 
SMP/MTs atas dasar pertimbangan jumlah yang lebih sedikit dibanding 
dengan Komite SD/MI serta tingkat partisipasinya yang lebih rendah 
dibandingkan dengan Komite SMA/MTs, selain itu karena jenjang pendidikan 
menengah nantianya akan dilimpahkan pengelolaannya pada tingkat provinsi 
sehingga kurang sesuai untuk dijadikan responden dalam mempersepsikan 
peran Dewan Pendidikan kota. Responden populasi sasaran dapat dilihat pada 





Tabel 2. Responden Populasi Sasaran 
No. Populasi Sasaran Responden 
1. Komite SMP/MTs 990 
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 193 
3. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta 10 
Total Populasi Sasaran 1193 
Sumber: Administrasi & Perkantoran Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta, Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta, dan Humas DPRD Kota Yogyakarta. 
 
Populasi sasaran dari unsur Komite Sekolah hanya akan dipilih 1 
sebagai responden yaitu ketua Komite atau yang mewakili saja. Demikian pula 
dengan Pegawai Dinas Pendidikan, responden yang ditetapkan adalah kepala 
dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, dan kepala UPT. 
Sedangkan untuk Komisi D DPRD Kota Yogyakarta karena jumlahnya tidak 
terlalu banyak, maka seluruh anggota komisi memiliki kesempatan yang sama 
untuk menjadi responden. Untuk responden pada populasi sasaran Komite 
Sekolah SMP/MTs jumlahnya didasarkan pada asumsi peneliti, dengan 
memanfaatkan data jumlah SMP/MTs se Kota Yogyakarta yang didapatkan 
dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu 66 sekolah, dikalikan dengan 
jumlah maksimal anggota Komite Sekolah menurut PP 17 tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pasal 197 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa anggota Komite Sekolah/madrasah berjumlah paling 
banyak 15 (lima belas) orang, sehingga didapatkan angka 990. 
Penetapan responden penelitian tersebut tidak didasarkan atas 
pertimbangan jumlah saja tetapi juga memperhatikan kepentingan dari 
penelitian ini, bahwa tidak semua populasi sasaran memiliki pengalaman 
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terhadap peran Dewan Pendidikan. Untuk menghindari hal tersebut maka 
setiap kelompok populasi sasaran hanya diambil kepala lembaga/satuan kerja 
saja ataupun yang mewakili, sehingga jumlah responden yang ditetapkan 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3. Responden yang Ditetapkan 
NO Populasi Sasaran Responden 
1. Komite SMP/MTs 66 
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 32 
3. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta 10 
JUMLAH 108 
2. Sampel 
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh suatu populasi. Sampel digunakan ketika peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga 
dan waktu (Sugiyono, 2011: 91). 




1 + 𝑁 (𝑒)2
 
Keterangan: 
𝜂 = Ukuran sampel 
𝑁= Ukuran Populasi 
𝑒 = Error level/taraf kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti 1%, 5%,  
  atau 10%. 
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Berdasarkan data jumlah populasi sasaran dengan margin error sebesar 
10% maka apabila disubtitusikan ke dalam rumus akan didapatkan 
perhitungan sebagai berikut: 
𝜂 =
𝛮













 = 51,92307 
Dari perhitungan di atas, diperoleh jumlah sampel sebanyak 51, 92307 
kemudian dibulatkan menjadi 52 sampel. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila anggota 
populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen (heterogen). Sampel 
proporsional menunjuk kepada perbandingan penarikan sampel dari beberapa 
subpopulasi yang tidak sama jumlahnya, dengan kata lain unit sampling pada 
setiap subsampel sebanding jumlahnya dengan unit sampling dalam setiap 
subpopulasi. Dalam stratifikasi proporsional, jumlah proporsi masing masing 
strata dalam sampel ditentukan secara proporsional sesuai dengan besarya 
dalam populasi. Proporsi atau strata terbesar akan mendapatkan bagian sampel 
yang besar pula (Ery, 2007: 106). Proporsi sampel untuk setiap subpopulasi 




Tabel 4. Proportional Stratified Random Sampling 





1. Komite SMP/MTs 
66
108
 x 52 32 
2. 




 x 52 15 
3. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta 
10
108
 x 52 5 
JUMLAH 52 
Stratifikasi sampel pada penelitian ini didasarkan pada unit kerja 
responden yang tidak lain adalah populasi sasaran. 
 
E. Skala Pengukuran dan Teknik Pengumpulan Data 
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala lajuan 
(rating scale). Menurut Azmawi dan Noehi (dalam Eko, 2014: 119), rating scale 
adalah instrumen pengukuran non tes yang menggunakan suatu prosedur 
terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi yang 
menyatakan posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain. Suatu rating 
scale terdiri dari dua bagian, yaitu (a) pernyataan tentang kualitas keberadaan 
sesuatu, dan (b) petunjuk pengumpulan data tentang pernyataan tersebut. 
Rating scale dalam penelitian ini adalah tipe numerical rating scale 
berbentuk check list yang akan digunakan dalam instrumen penelitian sehingga 
responden tinggal memberi tanda centang (√) pada pilihan yang dikehendaki. 
Komponen numerical rating scale adalah pernyataan tentang kualitas tertentu dari 
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sesuatu yang akan diukur, yang diikuti oleh angka yang menunjukkan skor 
sesuatu yang diukur. Berikut ini adalah komponennya. 
Tabel 5. Numerical Rating Scale Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta 
No. Pokok Aspek yang Diukur 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 
Peran sebagai badan 
pertimbangan (advisory 
agency) 
     
2 
Peran sebagai badan 
Pendukung (supporting 
agency)  
     
3 
Peran sebagai badan 
Pengontrol (controlling 
agency) 
     
4 
Peran sebagai mediator 
(mediator agency) 
     
Kolom skor adalah alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden 
dengan memberikan tanda centang (√). Keterangan pilihan kolom skor adalah 
sebagai berikut: 
1 = sangat tidak baik 
2 = tidak baik 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan 
instrumen kepada 52 responden yang telah ditetapkan yaitu yang berasal dari 
unsur Komite SMP/MTs, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Komisi D 
DPRD Kota Yogyakarta. Teknik selanjutnya adalah dengan melakukan 
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wawancara dengan pihak Dewan Pendidikan sebagai bentuk cross check terhadap 
hasil data yang terkumpul dari instrumen rating scale. Ketua Dewan Pendidikan 
memberi tanggapan berdasarkan butir instrumen, aspek perannya, dan 
keseluruhan peran Dewan Pendidikan. 
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 
data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup, 
yaitu instrumen penelitian yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban 
sehingga responden tinggal memilihnya. 
Langkah pertama dalam menyusun instrumen adalah dengan 
mengidentifikasi unsur dari variabel penelitian, kemudian ditetapkan unsur mana 
yang akan diukur dari variabel tersebut. Dalam penelitian ini yang akan diukur 
adalah peran Dewan Pendidikan yang mengacu pada Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 
Sekolah. Oleh karena itu, pengembangan instrumen penelitian adalah dengan 
mengidentifikasi peran Dewan Pendidikan. Selanjutnya, peneliti menjabarkan 
masing-masing peran ke dalam indikator dan sub indikator yang dapat digunakan 
untuk mengukur variabel penelitian. Kisi-kisi instrumen penelitian dapat dilihat 




Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Variabel Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta 
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pelaksanaan kebijakan 
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1, 2, 3, 
4, 
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3. Badan Pengontrol 
(controlling 
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G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Setelah kisi-kisi instrumen dibuat maka langkah selanjutnya adalah 
menyusun butir pertanyaan. Dalam penelitian ini butir instrumen berupa 
pernyataan. Butir pernyataan disusun berdasarkan indikator dari komponen 
variabel penelitian. Dari indikator tersebut kemudian disusun butir-butir 
pernyataan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan variabel. 
Instrumen yang valid berarti bahwa alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen 
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 
mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011: 
137). 
1. Uji Validitas Instrumen 
Setelah didapat butir-butir instrumen yang telah tersusun dalam 
instrumen penelitian, kemudian dilakukan pengujian validitas terhadap 
instrumen tersebut. Uji validitas yang digunakan adalah validitas internal 
berupa construct validity (validitas konstruk). Pengujian validitas konstruk 
dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu 
terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur dan nomor butir 
(item) pernyataan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator 
(Sugiyono, 2008: 353). Uji validitas konstruk dilakukan oleh dosen ahli 
(expert judgment) yaitu dosen pembimbing. 
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Setelah dilakukan expert judgment, maka selanjutnya instrumen 
diujicobakan, dan dianalisis dengan analisis item menggunakan teknik korelasi 
product moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson sebagai 
berikut: 
rxy = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)
√𝑁 (∑ 2−(∑ 𝑋)2  (𝑁 ∑ 2 𝑌 – (∑𝑌)2)𝑋
 
Keterangan: 
rxy   = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  
N    = jumlah responden  
∑ X  = jumlah skor butir  
∑ Y  = jumlah skor total  
∑ X2 = jumlah kuadrat dari skor butir 
∑ Y2 = jumlah kuadrat dari skor total 
          
Dalam penelitian ini, uji korelasi product moment digunakan untuk 
melihat korelasi internal antar butir instrumen. Uji korelasi dilakukan 
menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan 
Program IBM SPSS Statistics 22. Pengujian menghasilkan nilai korelasi 
(Pearson Correlation) dan nilai probabilitas. Apabila nilai korelasi lebih dari 
0,3 dan nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi (0,05) maka dapat 
disimpulkan bahwa instrumen memiliki hubungan. Jika hubungan mendekati 
1, maka hubungan semakin kuat, sebaliknya jika hubungan mendekati 0 maka 







Tabel 7. Hasil Uji Korelasi Product Moment Menggunakan Program 
SPSS 22 
No. Butir Nilai Korelasi 
Nilai 
Probabilitas 
Butir1 0,726 0,001 
Butir2 0,512 0,030 
Butir3 0,811 0,000 
Butir4 0,652 0,003 
Butir5 0,750 0,000 
Butir6 0,901 0,000 
Butir7 0,908 0,000 
Butir8 0,665 0,003 
Butir9 0,813 0,000 
Butir10 0,619 0,006 
Butir11 0,519 0,027 
Butir12 0,809 0,000 
 
Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi yang mempunyai nilai 
tertinggi adalah butir tujuh, dengan koefisien korelasi 0,908 dan paling rendah 
adalah butir 2 dengan koefisien korelasi 0,512. Dengan demikian tidak ada 
butir yang dinyatakan gugur dalam instrumen ini dan instrumen penelitian 
dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 
2. Uji Realibilitas Instrumen 
Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan sebuah 
instrumen. Reliabiltas menunjukkan apakah suatu instrumen secara konsisten 
memberikan hasil ukur yang sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu 
yang berlainan (Misbahuddin dan Hasan, 2014: 298). 
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Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus 









r11    = koefisien reliabilitas 
k    = banyak butir soal 
∑ 𝜎b2  = jumlah varians butir 
σt2       = varians total 
 
Selanjutnya untuk melihat tingkat reliabilitas digunakan indeks 
reliabilitas yang dikutip dari Suharsimi Arikunto (2006: 276) sebagai berikut: 
Tabel 8. Koefisien Reliabilitas 
No Koefisien Kualifikasi 
 Antara 0,801-1,00 Sangat tinggi 
 Antara 0,601-0,800 Tinggi 
 Antara 0,401-0,600 Cukup 
 Antara 0,201-0,400 Tidak Baik 
 Antara 0,00-0,200 Sangat Tidak Baik 
  
Berdasarkan perhitungan reliabilitas instrumen dengan menggunakan 
rumus tersebut melalui analisis komputer dengan program SPSS Statistics 22 
didapatkan hasil pada tabel di bawah ini. 





Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,916 ,918 12 
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Variabel tunggal persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta memperoleh koefisien reliabilitas total sebesar 0,916. 
Apabila dicocokkan ke dalam kualifikasi koefisien reliabilitas maka masuk 
dalam kualifikasi sangat tinggi. Dengan demikian instrumen yang digunakan 
untuk mengukur persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul 
data. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif 
dengan jenis statistiknya menggunakan persentase yang disajikan dalam tabel 
distribusi frekuensi dan pie chart. Menurut  Sugiyono (2013: 77), termasuk dalam 
statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 
pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, 
perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 
perhitungan prosentase. 
Proses analisis data pada penelitian diawali dengan input data dari 
kuesioner penelitian ke dalam aplikasi Microsoft Excel 2010. Setelah data berhasil 
diinput selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan bantuan 
Program SPSS 22. 
Untuk melihat distribusi frekuensinya, peneliti menggunakan bantuan 







 x 100% 
Keterangan: 
P = Angka Persentase 
𝑓 = Frekuensi yang dicari 
N = Number of Case (jumlah frekuensi) 
Interpretasi kategori dari persentase frekuensi penelitian sesuai dengan 
skala pengukuran yang terdapat dalam instrumen penelitian. Skala pengukuran 
yang dimaksud memiliki tingkat nilai dari sangat negatif hingga sangat positif 
(sangat tidak baik, tidak baik, cukup, baik, sangat baik). Tujuan peneliti tidak 
membuat interval data sebagai acuan interpretasi kategori karena peneliti ingin 
melihat perolehan tingkat persepsi secara apa adanya berdasarkan skala 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan 
memberi gambaran mengenai persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018. Persepsi publik terhadap peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta diungkapkan dengan 12 butir pernyataan yang 
mewakili empat aspek yang diukur yaitu peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
pertimbangan (advisory agency), badan pendukung (supporting agency), badan 
pengontrol (controlling agency), dan penghubung (mediator agency). 
Lokasi penelitian berada di Kota Yogyakarta dimana tempat pengambilan 
data berada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. 
Hayamwuruk No. 11 Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta yang beralamat di 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta. 
2. Deskripsi Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah pegawai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 
anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, dan Komite Sekolah SMP/MTs se 
Kota Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian yang menjadi responden dapat dilihat 




Tabel 10. Subjek Penelitian 
No. Populasi Sasaran Responden  
1. Komite SMP/MTs 32 
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 15 
3. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta 5 
JUMLAH 52 
 
Responden yang berasal dari Komite Sekolah SMP/MTs adalah ketua/ yang 
mewakili. Sementara itu, responden dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
adalah kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian, kepala bidang, kepala seksi, 
dan kepala UPT. Sedangkan dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta adalah ketua 
Komisi D, sekretaris, serta anggota komisi. 
Pengambilan data antar populasi sasaran dilakukan pada waktu yang 
berbeda, untuk Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dilakukan lebih awal karena Instrumen penelitian tidak dapat diisi 
langsung oleh responden yang bersangkutan dikarenakan perlu melalui proses 
birokrasi instansi yang bersangkutan. Sementara itu, pengambilan data untuk 
responden Komite Sekolah SMP/MTs dilakukan secara langsung pada saat acara 
“Pemberdayaan Pengurus Komite Sekolah”  yang diadakan oleh Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, 28 Mei 2016 bertempat di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta dengan mengundang seluruh ketua Komite 






3. Penyajian Data 
Pada bagian ini disajikan tabel distribusi frekuensi dari tiap sub indikator 
atau butir instrumen yang menjabarkan tentang persepsi publik terhadap peran 
Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Analisis deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan data penelitian pada tabel distribusi frekuensi tersebut. 
Selanjutnya deskripsi data penelitian disertai dengan tanggapan Dewan 
Pendidikan, tujuannya adalah untuk memperkaya analisis data tersebut. Setelah 
semua sub indikator dari masing-masing aspek dianalisis, selanjutnya proporsi 
persentase distribusi frekuensi ditampilkan dalam bentuk pie chart. 
Adapun sistematika penyajian data sesuai dengan rumusan masalah yaitu 
yang pertama disajikan berdasarkan aspek perannya, dan selanjutnya ditampilkan 
berdasarkan keseluruhan aspek perannya. 
a. Persepsi Publik Secara Khusus terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2018. 
1) Analisis Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan 
Pertimbangan 
Aspek ini mencerminkan peran Dewan Pendidikan dalam memberikan 
masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan dan pelaksanaan 
kebijakan, meliputi kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, 
khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas 
pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan serta menampung 
dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan 
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yang diajukan oleh masyarakat. Sub indikator dari aspek peran Dewan 
Pendidikan sebagai badan pertimbangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Pertama dari Aspek Peran 
Badan Pertimbangan (Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 1 1,9% 
Cukup 4 7,7% 
Baik 34 65,4% 
Sangat Baik 13 25% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Persepsi publik terhadap sub indikator pertama dari aspek peran Dewan 
Pendidikan sebagai badan pertimbangan (advisory agency) yaitu memberi 
masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan dan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan. Sebanyak 65,4% responden memberikan persepsi yang 
baik terhadap sub indikator tersebut, kategori sangat baik sebanyak 25%,  
sedangkan  7,7% mempersepsikan cukup, dan 1,9% lainnya memberi persepsi 
pada kategori tidak baik. Dalam sub indikator ini, tidak ada responden yang 
memberikan persepsi pada kategori sangat tidak baik. Hasil tanggapan dari 
pihak Dewan Pendidikan mengenai hal tersebut dalah sebagai berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan : “Kebijakan-kebijakan dinas terkait dengan 
pendidikan sering sekali didiskusikan dengan Dewan Pendidikan, 
sehingga bentuk aktualisasi peran Dewan Pendidikan pada sub indikator 
ini yaitu dengan ikut andil dalam mendiskusikan kebijakan-kebijakan 
dinas berkaitan dengan pendidikan, misalnya tentang kriteria kebijakan 
penentuan kepala sekolah, juga mengenai kebijakan implementasi 
kurikulum 2013 dan sebagainya. Selanjutnya pemikiran-pemikiran dari 
Dewan Pendidikan tersebut diakomodir oleh Dinas Pendidikan. Dewan 
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Pendidikan juga mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang 
menghadirkan stakeholder terkait sesuai dengan tema FGD.” 
 
Sub Indikator kedua mengenai kriteria tenaga daerah dalam bidang 
pendidikan, guru/tutor dan kepala satuan pendidikan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 12. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Kedua dari Aspek Peran 
Badan Pertimbangan (Kriteria Tenaga Daerah dalam Bidang 
Pendidikan, Guru/Tutor dan Kepala Satuan Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 2 3,8% 
Cukup 6 11,5% 
Baik 32 61,5% 
Sangat Baik 12 23,1% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Persepsi publik terhadap sub indikator kedua adalah pemberian 
masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria tenaga daerah 
dalam bidang pendidikan, guru/tutor dan kepala satuan pendidikan. Mayoritas 
publik memberikan persepsi pada kategori baik sebesar 61,5%, 23,1% pada 
kategori sangat baik, 11% menyatakan cukup, dan 3,8% lainnya menyatakan 
tidak baik. Dalam hal ini, tidak ada responden yang memberikan persepsi pada 
kategori sangat tidak baik. Sementara itu, Dewan Pendidikan memberikan 
tanggapan terkait sub indikator kedua sebagai berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Memang dalam kaitannya dengan kriteria 
tenaga daerah maupun tenaga pendidikan, masalahnya seperti ini, jadi 
penentuan guru itu melewati sebuah proses ujian yang diselenggarakan 
secara nasional, jadi sekarng sudah tidak ada lagi model untuk 
mengetahui kualitas guru dari misalnya micro teaching/praktek 
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mengajar sehingga seleksi guru benar-benar melewati proses yang 
diselenggarakan secara nasional. Ada diskusi-diskusi internal terkait hal 
ini, Hal ini dimungkinkan tidak begitu diketahui oleh publik yang 
berdampak pada persepsi yang berkategori tidak baik. Namun secara 
tidak langsung Dewan Pendidikan tetap memberikan perannya, yang 
sifatnya memberikan masukan-masukan kepada instansi pendidikan 
terkait.” 
 
Sub indikator ketiga terkait kriteria fasilitas pendidikan dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Ketiga dari Aspek Peran 
Badan Pertimbangan (Kriteria Fasilitas Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 1 1,9% 
Cukup 7 13,5% 
Baik 33 63,5% 
Sangat Baik 11 21,2% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Persepsi publik terhadap sub indikator ketiga adalah memberi masukan, 
pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria fasilitas pendidikan. 
Mayoritas publik memberikan persepsi pada kategori baik sebesar 63,5%, 
21,2% pada kategori sangat baik, 13,5% menyatakan cukup, dan 1,9% lainnya 
menyatakan tidak baik. Dalam sub indikator ini, tidak ada responden yang 
memberikan persepsi pada kategori sangat tidak baik. Sementara itu, terkait 
hal ini Dewan Pendidikan memberikan tanggapan sebagai berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Dewan masih melihat, bahwa fasilitas 
pendidikan di Kota Yogyakarta masih perlu peningkatan serta 
pemerataan, tetapi perihal fasilitas pendidikan menjadi wewenang serta 
mekanismenya berada pada pemerintah kota maupun BAPPEDA. 
Dengan demikian selama ini kapasitas dan akses Dewan Pendidikan 
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hanya sebatas pada memberi masukan, pertimbangan, serta 
rekomendasi sehingga secara eksplisit peran ini tidak begitu dirasakan 
oleh beberapa responden.” 
 
Sub indikator keempat yang dipersepsikan terkait peran dalam 
menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan 
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Keempat dari Aspek Peran 
Badan Pertimbangan (Menampung dan Menganalisis Aspirasi, 
Ide, Tuntutan, dan Berbagai Kebutuhan Pendidikan yang 
Diajukan oleh Masyarakat). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 
Cukup 8 15,4% 
Baik 33 63,5% 
Sangat Baik 11 21,2% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Sebagai badan pertimbangan dalam menampung dan menganalisis 
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh 
masyarakat, mayoritas publik memberikan persepsi pada kategori baik dengan 
persentase 63,5%. Pada kategori sangat baik 21,2%, dan 15,4% lainnya 
menyatakan cukup. Tidak ada responden yang memberikan persepsi pada 
kategori tidak baik maupun sangat tidak baik. Sementara itu, Dewan 
Pendidikan memberikan tanggapan terkait sub indikator kedua sebagai 
berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Terkait hal ini, Dewan Pendidikan memiliki 
agenda sosialisasi peran melalui radio dengan intensitas dua kali dalam 
satu bulan di Pro 1 RRI dan MQ fm. Melalui siaran inilah dewan 
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menjembatani pikiran masyarakat dengan ralita kebijakan pendidikan di 
Kota Yogyakarta. Di sinilah aspirasi masyarakat ditampung sehingga 
peran dewan dalam hal ini dirasakan oleh publik.” 
 
Empat sub indikator yang terdapat dalam empat tabel distribusi 
frekuensi di atas adalah peran Dewan Pendidikan sebagai badan pertimbangan 
(advisory agency). Apabila keempat sub indikator ditampilkan dalam satu 
tabel distribusi frekuensi maka dapat dilihat sebagi berikut: 
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Aspek Peran Dewan Pendidikan Sebagai Badan 
Pertimbangan. 





















1 0 1 4 34 13 52 52 
2 0 2 6 32 12 52 104 
3 0 1 7 33 11 52 156 
4 0 0 8 33 11 52 208 
Total 
Frekuensi 
0 4 25 132 47  
 
Persentase aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan pertimbangan 
(advisory agency) diperoleh dari total frekuensi masing-masing kategori dibagi 
frekuensi kumulatif butir kemudian dikalikan 100. Proporsi persentasenya 
dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pertimbangan 
2) Analisis Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pendukung 
Aspek ini mencerminkan peran Dewan Pendidikan dalam memberi 
dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam 
penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong tumbuhnya perhatian, 
partisipasi, dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan dan 
pemerataan mutu pendidikan. Sub indikator pertama dari aspek peran Dewan 
Pendidikan sebagai badan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 16. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Pertama dari Aspek Peran 
Badan Pendukung (Dukungan Finansial, Pemikiran dan 
Tenaga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 1 1,9% 
Tidak Baik 0 0% 
Cukup 15 28,8% 
Baik 29 55,8% 
Sangat Baik 7 13,5% 
Total 52 100% 














Sebagai pendukung dalam wujud finansial, pemikiran maupun tenaga 
dalam penyelenggaraan pendidikan, mayoritas publik memberikan persepsi 
pada kategori baik sebesar 55,8%, 28,8% menyatakan cukup, dan pada 
kategori sangat baik 13,5%. Tidak ada responden yang memberikan persepsi 
pada kategori tidak baik, namun  1,9% menyatakan indikator ini pada kategori 
sangat tidak baik. Terkait hal ini, Dewan Pendidikan memberikan tanggapan 
sebagai berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Selama ini pendanaan Dewan Pendidikan 
masih berasal dari APBD Kota Yogyakarta yang melekat pada Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Anggaran yang didapat masih 
dialokasikan untuk pelaksanaan program kerja dewan sehingga untuk 
dukungan finansial secara langsung belum bisa dilakukan, sedangkan 
untuk dukungan yang berbentuk pemikiran dan tenaga dalam 
penyelenggaraan pendidikan telah diupayakan. Dewan juga belum 
menjalin kerja sama dengan dunia usaha maupun industri sebagai 
income budgetting untuk program dewan. Saat ini Dewan Pendidikan 
kota sedang dalam proses penguatan internal organisasi namun, 
kedepannya sangat dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan 
dunia usaha maupun industri.” 
 
Sub indikator kedua dari aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
pendukung dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Kedua dari Aspek Peran 
Badan Pendukung (Mendorong Tumbuhnya Perhatian dan 
Komitmen Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan 
yang Bermutu). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 2 3,8% 
Cukup 3 5,8% 
Baik 34 65,4% 
Sangat Baik 13 25% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
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Peran Dewan Pendidikan dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan 
komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 
dipersepsikan baik oleh publik dengan persentase 65,4%. 25% pada kategori 
sangat baik, dan 5,8% menyatakan cukup. Sementara 3,8% lainnya 
menyatakan tidak baik. Pada sub indikator ini tidak ada publik yang 
memberikan persepsi sangat tidak baik. Tanggapan dari Dewan Pendidikan 
mengenai hal ini adalah sebagai berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Dewan Pendidikan sering diminta 
tanggapan atau pandangan terhadap problematika pendidikan terkini 
dan pikirannya dimuat oleh Kedaulatan Rakyat misalnya mengenai 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagaimana orang tua 
memilihkan sekolah untuk anaknya, juga tentang mekanisme pungutan 
di sekolah. Selain sebagai sarana penyampaian peran Dewan 
Pendidikan, radio dan surat kabar dijadikan sebagai media dalam 
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.” 
 
Sub indikator ketiga dari aspek peran sebagai badan pendukung yaitu 
dalam mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 18. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Ketiga dari Aspek Peran 
Badan Pendukung (Mendorong Orangtua dan Masyarakat 
Berpartisipasi dalam Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 1 1,9% 
Cukup 4 7,7% 
Baik 30 57,7% 
Sangat Baik 17 32,7% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
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Mayoritas publik menyatakan bahwa dalam mendorong orangtua dan 
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan 
mutu dan pemerataan pendidikan, Dewan Pendidikan mendapatkan persepsi 
yang baik dengan persentase 57,7%. Pada kategori sangat baik 32,7%, 7,7% 
menyatakan cukup, dan 1,9% lainnya memberikan persepsi pada kategori 
tidak baik. Tidak ada yang memberikan persepsi sangat tidak baik pada sub 
indikator ini. Terkait sub indikator ketiga dari aspek sebagai badan 
pendukung, berikut adalah tanggapan dari Dewan Pendidikan: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Sama halnya dengan pernyataan 
sebelumnya, upaya Dewan Pendidikan untuk mendorong orangtua dan 
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung 
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah dengan 
memanfaatkan media elektronik melalui radio serta media cetak berupa 
koran. Saat ini Dewan Pendidikan juga tengah memperkuat koordinasi 
dengan Komite Sekolah  dengan membuat forum Komite Sekolah 
sehingga antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bisa saling 
menguatkan peran dan fungsi dalam mendorong partisipasi masyarakat. 
Upaya yang real dilakukan adalah agar supaya yang tertulis dalam 
regulasi/undang-undang atau perda sama dengan yang terjadi di 
masyarakat. Inilah tujuan utama dari mendorong orangtua dan 
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung 
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.” 
 
Tiga sub indikator yang terdapat dalam tiga tabel distribusi frekuensi di 
atas adalah peran Dewan Pendidikan sebagai badan pendukung (supporting 
agency). Apabila tiga sub indikator tersebut ditampilkan dalam satu tabel 






Tabel 19. Distribusi Frekuensi Aspek Peran Dewan Pendidikan Sebagai Badan 
Pendukung. 





















5 1 0 15 29 7 52 52 
6 0 2 3 34 13 52 104 
7 0 1 4 30 17 52 156 
Total 
Frekuensi 
1 3 22 93 37  
 
Persentase aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan pendukung 
(supporting agency) diperoleh dari total frekuensi masing-masing kategori 
dibagi frekuensi kumulatif butir kemudian dikalikan 100. Proporsi 
persentasenya dapat dilihat pada diagram berikut: 














3) Analisis Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pengontrol 
Peran Dewan Pendidikan sebagai badan pengontrol (controlling 
agency) adalah peran dalam memberi pengawasan dalam rangka transparansi 
dan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 
kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Sub indikator 
pertama dari aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan pengontrol dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 20. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Pertama dari Aspek Peran 
Badan Pengontrol (Transparansi Penyelenggaraan dan 
Keluaran Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 2 3,8% 
Cukup 9 17,3% 
Baik 29 55,8% 
Sangat Baik 12 23,1% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Mayoritas publik menyatakan bahwa sebagai badan pengontrol dalam 
rangka transparansi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, Dewan 
Pendidikan mendapatkan persepsi yang baik dengan persentase 55,8%. Pada 
kategori sangat baik 23,1%, 17,3% menyatakan cukup, dan 3,8% lainnya 
memberikan persepsi pada kategori tidak baik. Tidak ada yang memberikan 
persepsi sangat tidak baik pada sub indikator ini. Terkait sub indikator 




Ketua Dewan Pendidikan: “Kontrol itu kan masyarakat akan melihat 
ketika ada suatu ketimpangan dewan muncul disana, tapi itu yang 
belum kita lakukan. Selama ini Dewan Pendidikan tidak secara agresif 
tampil di masyarakat ketika terjadi ketimpangan dalam hal pendidikan 
sehingga wajar ketika terdapat publik yang memberikan persepsi 
rendah. Memang dalam hal ini peran dewan belum optimal, masih 
terbatas pada koordinasi antara dinas pendidikan serta Komite Sekolah 
dan tidak semua pihak dinas pendidikan serta Komite Sekolah 
mengetahui bahwa ada peran Dewan Pendidikan dalam hal ini.” 
 
Sub indikator kedua dari aspek peran sebagai badan pengontrol yaitu 
mengenai akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 21. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Kedua dari Aspek Peran 
Badan Pengontrol (Akuntabilitas Penyelenggaraan dan 
Keluaran Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 2 3,8% 
Cukup 6 11,5% 
Baik 34 65,4% 
Sangat Baik 10 19,2% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Sebagai badan pengontrol dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan 
dan keluaran pendidikan, mayoritas publik mempersepsikan peran ini pada 
kategori baik dengan persentase 65,4%. Pada kategori sangat baik sebanyak 
19,2%, 11,5% menyatakan cukup, dan 3,8% menyatakan tidak baik. Tidak ada 
publik yang mempersepsikan pada kategori sangat tidak baik. Terkait sub 
indikator ini, Dewan Pendidikan memberi tanggapan sebagai berikut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Memang faktanya kualitas pendidikan di 
Kota Yogyakarta patut dibanggakan, dari sisi akademik maupun 
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kejujurannya. Dewan memberi pikiran-pikiran yang mengarah pada 
peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Namun, 
penyampaian peran dewan dalam hal akuntabilitas penyelenggaraan 
pendidikan ini tidak diaktualisasikan secara fulgar melainkan 
disampaikan dengan etis dan kritis. Adanya publik yang 
mempersepsikan tidak baik karena faktanya memang peran ini pada 
prinsipnya dilakukan secara teknis di lapangan dan dewan 
melakukannya dengan memberikan masukan pada komite maupun 
dinas yang memiliki akses lebih luas di lapangan.” 
 
Sub indikator ketiga sebagai badan pengontrol adalah peran terkait 
dengan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Indikator ini dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 22. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Ketiga dari Aspek Peran 
Badan Pengontrol (Evaluasi dan Pengawasan terhadap 
Kebijakan, Program, Penyelenggaraan, dan Keluaran 
Pendidikan). 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 2 3,8% 
Cukup 6 11,5% 
Baik 35 67,3% 
Sangat Baik 9 17,3% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Mayoritas publik menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap 
kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan yang 
dilakukan Dewan Pendidikan sudah berada pada kategori baik dengan 
persentase 67,3%. Pada kategori sangat baik 17,3%, sedangkan 11,5% 
menyatakan cukup, dan 3,8% lainnya memberikan persepsi pada kategori 
76 
 
tidak baik. Tidak ada yang memberikan persepsi sangat tidak baik pada sub 
indikator ini. Terkait hal ini, berikut adalah tanggapan dari Dewan Pendidikan: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Kaitannya dengan evaluasi dan pengawasan 
terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran 
pendidikan ini Dewan Pendidikan tidak secara teknis turun ke lapangan. 
Sama halnya dengan indikator sebelumnya sebagai pengontrol, Dewan 
Pendidikan sebagai institusi yang memberikan perannya melalui pihak 
yang aksesnya lebih luas seperti dinas pendidikan dan Komite Sekolah. 
Wajar apabila terdapat responden yang masih menilai demikian.” 
 
Tiga sub indikator yang terdapat dalam tiga tabel distribusi frekuensi di 
atas adalah peran Dewan Pendidikan sebagai badan pengontrol (controlling 
agency). Apabila tiga sub indikator tersebut ditampilkan dalam satu tabel 
distribusi frekuensi maka dapat dilihat sebagi berikut: 
Tabel 23. Distribusi Frekuensi Aspek Peran Dewan Pendidikan Sebagai Badan 
Pengontrol. 
















8 0 2 9 29 12 52 52 
9 0 2 6 34 10 52 104 
10 0 2 6 35 9 52 156 
Total Frekuensi 0 6 21 98 31  
 
Persentase aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan pengontrol 
(controlling agency) diperoleh dari total frekuensi masing-masing kategori 
dibagi frekuensi kumulatif butir kemudian dikalikan 100. Proporsi 
persentasenya dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 6. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pengontrol 
4) Analisis Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Penghubung 
Peran Dewan Pendidikan sebagai badan penghubung (mediator agency) 
adalah peran dalam memberi mediasi antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat, serta melakukan 
kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan 
DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Sub 
indikator pertama dari aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
























Tabel 24. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Pertama dari Aspek Peran 
Badan Penghubung {Mediasi antara Pemerintah (Eksekutif) 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan 
Masyarakat}. 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 1 1,9% 
Cukup 8 15,4% 
Baik 32 61,5% 
Sangat Baik 11 21,2% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Peran dalam memberikan mediasi antara pemerintah (eksekutif) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat yang 
dilakukan oleh Dewan Pendidikan sudah dipersepsikan baik oleh mayoritas 
publik dengan persentase 61,5%. Kemudian pada kategori sangat baik 
sebanyak 21,2%, sedangkan 15,4% menyatakan cukup. Sementara 1,9% 
lainnya memberi persepsi pada kategori tidak baik. Tidak ada publik yang 
memberikan persepsi sangat tidak baik pada sub indikator ini. Selanjutnya, 
berikut ini adalah tanggapan dari Dewan Pendidikan:  
Ketua Dewan Pendidikan: “Hal ini sebetulnya sudah cukup bagus, 
contoh peran mediasi yang dilakukan oleh dewan misalnya ada orang 
tua siswa yang belum bisa mengambil ijazah dikarenakan mekanisme 
tertentu, Dewan Pendidikan hadir menjembatani antara orang tua siswa 
dengan isntansi terkait. Demikian pula dengan DPRD dan Pemerintah 
Kota. Dewan perlu memberikan informasi kepada masyarakat agar apa 
yang sudah dewan lakukan dapat ditangkap masyarakat.” 
 
Sub indikator terakhir sebagai badan penghubung adalah peran terkait 
kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan 
DPRD. Indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 25. Distribusi Frekuensi Sub Indikator Kedua dari Aspek Peran 
Badan Penghubung {Kerjasama dengan Masyarakat 
(Perorangan/Organisasi), Pemerintah, Dan DPRD Berkenaan 
dengan Penyelenggaraan Pendidikan yang Bermutu}. 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 1 1,9% 
Cukup 6 11,5% 
Baik 36 69,2% 
Sangat Baik 9 17,3% 
Total 52 100% 
Sumber: Olah Data Penelitian SPSS 22 
Mayoritas publik menyatakan bahwa kerjasama dengan masyarakat 
(perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang dilakukan Dewan Pendidikan 
sudah berada pada kategori baik dengan persentase 69,2%. Pada kategori 
sangat baik 17,3%, sedangkan 11,5% menyatakan cukup, dan 1,9% lainnya 
memberikan persepsi pada kategori tidak baik. Tidak ada yang memberikan 
persepsi sangat tidak baik pada sub indikator ini. Terkait sub indikator terakhir 
dari aspek sebagai badan penghubung, berikut adalah tanggapan dari Dewan 
Pendidikan: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Terkait hal tersebut jadi seperti ini, Dewan 
Pendidikan mendukung program wajib belajar di Yogyakarta ini dengan 
melakukan piloting terhadap dua kelurahan untuk melihat terlaksananya 
program wajib belajar tersebut. Apakah semua penduduk usia sekolah 
di kelurahan tersebut sudah sekolah semua, itu kita data dan kita 
tindaklanjuti. Memang peran dalam memediasi ini tidak begitu 
terekspos ke masyarakat, dewan merasa belum begitu memperlihatkan 
atau menginformasikan peran yang telah dilakukan terkait mediasi ini 
kepada masyarakat. Yang mengetahui ya pihak pihak terkait yang sudah 




Dua sub indikator yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi di atas 
adalah peran Dewan Pendidikan sebagai badan penghubung (mediator 
agency). Apabila dua sub indikator tersebut ditampilkan dalam satu tabel 
distribusi frekuensi maka dapat dilihat sebagi berikut: 
Tabel 26. Distribusi Frekuensi Aspek Peran Dewan Pendidikan Sebagai Badan 
Penghubung. 
















11 0 1 8 32 11 52 52 
12 0 1 6 36 9 52 104 
Total Frekuensi 0 2 14 68 20  
 
Persentase aspek peran Dewan Pendidikan sebagai badan penghubung 
(mediator agency) diperoleh dari total frekuensi masing-masing kategori 
dibagi frekuensi kumulatif butir kemudian dikalikan 100. Proporsi 
persentasenya dapat dilihat pada diagram berikut: 














b. Persepsi Publik Secara Keseluruhan terhadap Peran Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2018 
Analisis pada bagian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah 
yang kedua dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik secara keseluruhan 
aspek peran Dewan Pendidikan meliputi peran sebagai badan pertimbangan 
(advisory agency), badan pendukung (supporting agency), badan pengontrol 
(controlling agency), dan penghubung (mediator agency). Berikut ini disajikan 
tabel hasil penjumlahan kategori dari empat aspek peran Dewan Pendidikan. 
Tabel 27. Distribusi Frekuensi Kategori dari Keseluruhan Aspek Peran Dewan 
Pendidikan. 
















1 0 1 4 34 13 52 52 
2 0 2 6 32 12 52 104 
3 0 1 7 33 11 52 156 
4 0 0 8 33 11 52 208 
5 1 0 15 29 7 52 260 
6 0 2 3 34 13 52 312 
7 0 1 4 30 17 52 364 
8 0 2 9 29 12 52 416 
9 0 2 6 34 10 52 468 
10 0 2 6 35 9 52 520 
11 0 1 8 32 11 52 572 
12 0 1 6 36 9 52 624 





Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 52 responden telah 
memberikan persepsinya terhadap 12 sub indikator yang menjadi unsur peran 
Dewan Pendidikan. Responden memberikan persepsinya dengan memilih 1 (satu) 
dari 5 (lima) skala yang telah ditetapkan. Persentase dari keseluruhan aspek peran 
Dewan Pendidikan diperoleh dari total frekuensi masing- masing kategori dibagi 
frekuensi kumulatif butir kemudian dikalikan 100. Proporsi persentasenya dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 28. Distribusi Frekuensi Kategori dan Persentase Keseluruhan Aspek 






Sangat Tidak Baik 1 0,2% 
Tidak Baik 15 2,4% 
Cukup 82 13,1% 
Baik 391 62,7% 
Sangat Baik 135 21,6% 
Total 624 100% 
 
Tabel distribusi total frekuensi kategori tersebut menunjukkan secara 
keseluruhan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta telah dianggap baik oleh 
mayoritas publik dengan persentase kategori sebesar 62,7%. Pada kategori sangat 
baik sebanyak 21,6%, sedangkan pada kategori cukup sebanyak 13,1%. Namun 
masih terdapat 2,4% dengan kategori tidak baik dan 0,2% dengan kategori sangat 




Gambar 8. Persepsi Publik Secara Keseluruhan Terhadap Aspek Peran Dewan 
Pendidikan 
 
Berikut ini adalah tanggapan Dewan Pendidikan mengenai hasil penelitian 
dari keseluruhan aspek peran tersebut: 
Ketua Dewan Pendidikan: “Jadi seperti ini, perlu dibedakan bagaimana 
Dewan Pendidikan yang hadir karena undang-undang ini berbeda dengan 
LSM. Dalam memberikan peran memang harus kritis dan etis, mungkin 
saja masyarakat belum mengetahui hal ini. Dengan hasil penelitian anda ini, 
dapat disampaikan bahwa kami selaku Dewan Pendidikan mengapresiasi. 
Dewan Pendidikan mengharapkan penelitian ini dikembangkan lebih dalam 
lagi sehingga peran-peran Dewan Pendidikan bisa diungkap secara lebih 
nyata, sehingga wujudnya adalah bagaimana agar yang terjadi di 
masyarakat dalam hal pendidikan itu sesuai dengan regulasi yang ada dan 
tentu harus menggerus angka kemiskinan karena pendidikan itu salah satu 
cara efektif untuk mengangkat taraf hidup. Melalui hasil penelitian ini juga 
dewan dapat lebih mengoptimalkan perannya secara intensif dan spesifik 
terhadap tanggapan responden sehingga apa yang diharapkan masyarakat 
dari Dewan Pendidikan dapat diwujudkan. Misalnya, aspek mana yang 
perlu ditingkatkan lagi dengan melihat kategori yang sangat tidak baik dan 
tidak baik. Dengan hasil penelitian ini, semoga bisa menggerakkan Dewan 
Pendidikan di kabupaten dan provinsi tentang hasil positif yang diraih dan 


















1. Persepsi publik secara khusus terhadap peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 berdasarkan aspek perannya: 
a. Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency) 
Berdasarkan hasil analisis apek peran, peneliti menemukan bahwa 
peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pertimbangan 
berada pada kategori baik dengan persentase 63,5%. Sementara itu, 22,6% 
responden mempersepsikan dengan sangat baik dan 12% menyatakan cukup. 
Namun, masih terdapat 1,9% responden yang memberikan persepsi pada 
kategori tidak baik dan yang menjadi sorotan adalah dalam hal memberi 
masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria tenaga daerah 
dalam bidang pendidikan, guru/tutor dan kepala satuan pendidikan. 
Berdasarkan perolehan persentase kategori sebagai badan pertimbangan, 
mayoritas publik memberikan persepsi yang baik, yang artinya hingga Bulan 
Juni 2016, peran tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sleman oleh Joko Tri Nugroho 
juga menunjukkan bahwa, peran sebagai advisory atau pemberi pertimbangan 
merupakan peran yang sangat menonjol, sebagai badan yang memberikan 
pertimbangan kepada sekolah atau yayasan. Hasil tersebut juga diperkuat 
melalui FGD dari Dewan Pendidikan bahwa peran yang paling menonjol dari 
Komite Sekolah adalah sebagai advisory agency atau pemberi pertimbangan. 
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Hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini 
didasarkan pada aspek perannya yang sama-sama dilaksanakan dengan baik 
oleh Komite Sekolah maupun Dewan Pendidikan. Peran sebagai badan 
pertimbangan (advisory agensy) sama-sama dimiliki oleh Dewan Pendidikan 
maupun  Komite Sekolah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmendiknas tersebut Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki empat peran yang harus diemban 
yaitu: 
1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan; 
2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran 
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;  
3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; 
4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (legislatif) dengan masyarakat.  
 
Perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hanya 
terletak pada ruang lingkup kerjanya saja. Dewan Pendidikan bersifat makro 
berkedudukan di provinsi/kabupaten/kota, sedangkan Komite Sekolah 
berkedudukan di satuan pendidikan/sekolah/madrasah. Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis 
dengan pemerintah daerah maupun pusat. Hubungan kerja antara Dewan 






b. Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) 
Sebagai badan pendukung, peneliti menemukan bahwa aspek peran 
tersebut pada kategori baik dengan persentase 59,6%. Sementara itu, 23,7% 
responden mempersepsikan dengan sangat baik dan 14,1% menyatakan cukup. 
Namun, masih terdapat 1,9% responden yang memberikan persepsi pada 
kategori tidak baik dan 0,6% menyatakan sangat tidak baik. Pada aspek peran 
ini, indikator yang menjadi sorotan adalah peran Dewan Pendidikan dalam 
memberi dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan perolehan persentase 
kategori sebagai badan pendukung, mayoritas publik memberikan persepsi 
yang baik, yang artinya hingga Bulan Juni 2016 peran tersebut telah 
dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Mengenai dukungan dalam bentuk dana juga ditemukan pada penelitian 
Joko Tri Nugroho yakni persepsi responden tentang peran Komite Sekolah 
sebagai pemberi dukungan. Dari 168 responden penelitian 44% menyatakan 
keterlibatannya dan berperan sebagai pemberi dukungan. Di Kabupaten 
Sleman, peran supporting dari Komite Sekolah masih lemah. Meski banyak 
responden menyatakan telah menggalang dana dari masyarakat, tetapi dari 
hasil FGD di lapangan terungkap bahwa komite menemui banyak kesulitan 
karena tidak adanya peraturan atau landasan hukum bagi komite untuk 
menggalang dana dari masyarakat. 
Kaitannya dengan penelitian tersebut bahwa partisipasi masyarakat 
untuk memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran 
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maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan masih lemah. Khususnya 
dalam hal pendanaan, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan belum 
memberikan dukungannya secara signifikan. Terkait dengan penelitian ini 
maka dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai pendanaan pendidikan 
merupakan hal yang belum dianggap sebagai bentuk tanggungjawab bersama, 
padahal menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomer 48 tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
Sedangkan terkait dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, PP Nomor 
17 tahun 2010 menyebutkan bahwa pendanaan Komite Sekolah dan Dewan 
Pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 
bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. 
c. Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency) 
Berdasarkan hasil analisis apek peran, peneliti menemukan bahwa 
peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pengontrol berada 
pada kategori baik dengan persentase 62,8%. Sementara itu, 19,9% responden 
mempersepsikan dengan sangat baik dan 13,5% menyatakan cukup. Namun, 
masih terdapat 3,8% responden yang memberikan persepsi pada kategori tidak 
baik pada ketiga sub indikatornya. Berdasarkan perolehan persentase kategori 
sebagai badan pendukung, mayoritas publik memberikan persepsi yang baik, 
yang artinya hingga Bulan Juni 2016 peran tersebut telah dilaksanakan dengan 
baik oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. 
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Penelitian mengenai peran Dewan Pendidikan dalam pengawasan/ 
pengontrol (controlling agency) juga dilakukan oleh Rendra Vicky 
Firmansyah dengan judul proses pengawasan Dewan Pendidikan di Kota 
Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Pendidikan Surabaya belum optimal, sebab Dewan Pendidikan 
Surabaya jarang melakukan monitoring langsung, monitoring langsung 
biasanya dilakukan oleh Dewan Pendidikan Surabaya hanya ketika muncul 
permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya, sehingga Dewan 
Pendidikan Surabaya tidak dapat mengidentifikasi secara langsung sebab dan 
akibat masalah pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya. 
Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta, dimana 
Dewan Pendidikan tetap memberikan pengawasan meskipun tidak secara 
langsung turun ke lapangan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pendidikan 
lebih bersifat koordinatif dengan dinas pendidikan dan Komite Sekolah, 
sementara aktualisasi pengawasan dilakukan oleh dinas pendidikan dan 
Komite Sekolah yang secara teknis memiliki akses lebih luas di lapangan. 
Apabila dilihat kembali pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
044/U/2002 pada poin pengertian, nama, dan ruang lingkup Dewan 
Pendidikan, disebutkan bahwa ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan 
prasekolah, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, 
dengan demikian selama ini pengawasan Dewan Pendidikan belum dilakukan 




d. Sebagai Badan Penghubung (Mediator Agency) 
Sebagai badan penghubung, peneliti menemukan bahwa persepsi yang 
diberikan publik terhadap aspek peran tersebut berada pada kategori baik 
dengan persentase 65,4%. Sementara itu, 19,2% responden mempersepsikan 
dengan sangat baik dan 13,5% menyatakan cukup. Namun, masih terdapat 
1,9% responden yang memberikan persepsi pada kategori tidak baik. apabila 
dilihat berdasarkan perolehan persentase tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
sebagai badan yang memberikan mediasi, hingga Bulan Juni 2016 Dewan 
Pendidikan telah melaksanakan perannya dengan baik ditunjukkan dengan 
mayoritas publik yang memberikan persepsi pada kategori baik. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi diartikan sebagai proses 
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 
penasihat. Pihak ketiga tersebut biasa disebut sebagai mediator. Dari 
pengertian tersebut maka peran seorang mediator dapat terlaksana apabila ada 
pihak-pihak yang bersengketa ataupun berselisih. Herry Zudianto, Wali Kota 
Yogyakarta periode 2001-2006 dan 2006-2011 menyebutkan bahwa kekuatan 
utama masyarakat Kota Yogyakarta dalam hal mengelola keberagaman dan 
(potensi) konflik karena perbedaan etnis atau agama terletak pada pola 
interaksi antara masyarakat Yogyakarta dengan pendatang dengan cara-cara 
intelektual dan beradab, cerdas berbasis soft culture yang terbentuk oleh iklim 
kota pendidikan. Faktor kota pendidikan inilah yang membedakan masyarakat 
Kota Yogyakarta dari masyarakat kota lain (Robert & Shidiq, 2008 :61-62). 
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Hal ini mengindikasikan bahwa iklim pendidikan di Kota Yogyakarta 
relatif kondusif, adapun konflik yang terjadi relatif dapat terselesaikan dengan 
baik. Apabila dihubungkan antara pengertian mediasi, iklim pendidikan di 
Kota Yogyakarta, dan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai 
badan penghubung (mediator agency) maka wajar apabila peran sebagai 
mediator memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan tiga aspek peran 
yang lain. 
2. Persepsi Publik Secara Keseluruhan Terhadap Peran Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2018 
Hasil analisis peran Dewan Pendidikan dari keseluruhan aspek 
menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta telah dianggap 
baik oleh mayoritas publik dengan persentase kategori sebesar 62,7%. Pada 
kategori sangat baik sebanyak 21,6%, sedangkan pada kategori cukup sebanyak 
13,1%. Namun masih terdapat 2,4% dengan kategori tidak baik dan 0,2% dengan 
kategori sangat tidak baik. Dengan demikian dilihat dari keempat peran Dewan 
Pendidikan, atas dasar pengalaman, selektifitas, dugaan, evaluatif, maupun 
kontekstual, hingga Bulan Juni 2016 mayoritas publik mempersepsikan peran 
Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta yang tertuang pada Kepmendiknas 
No.004/U/2002 berada pada kategori baik. 
Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai Kajian 
Evaluasi Dampak Kontribusi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah Terhadap 
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah menunjukkan bahwa institusi 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat diperlukan sebagai wadah 
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masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan secara 
keseluruhan kinerja Dewan Pendidikan mendapat nilai nilai rata-rata-rata 62,75 
dimana nilai tersebut secara kualitatif dapat dikategorikan pada nilai Cukup, 
kemudian kontribusi Dewan Pendidikan terhadap mutu sekolah baru mencapai 
5%.  
Penelitian tersebut merupakan kerjasama Setditjen Dikmen dengan 
Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011 dengan sampel penelitian 
evaluasi adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang ada di 20 provinsi, 
termasuk DIY. 
Apabila dipadukan dengan penelitian ini maka selama tahun 2011-2016 
Dewan Pendidikan khususnya di Kota Yogyakarta dalam menjalankan peran 
sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan 
penghubung sudah mengalami peningkatan dari kategori cukup menjadi baik yang 
digambarkan dengan perolehan tingkat persepsi publik terhadap peran Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2018. Meskipun demikian perlu 
ada perhatian yang lebih intensif terhadap indikator peran yang dipersepsikan oleh 
publik terutama pada kategori peran yang mendapatkan persepsi sangat tidak baik 





C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diupayakan dengan cermat dan teliti, namun demikian 
tetap memiliki kelemahan dan keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April-Juni 2016 dengan judul 
“Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta” yang 
dibatasi pada masa jabatan 2014-2018. Oleh karena pada prinsipnya persepsi 
seseorang terhadap suatu objek dapat yang berubah-ubah maka hasil 
penelitian hanya diberlakukan untuk peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta yang sudah berjalan sejak 2014 hingga Juni 2016. 
2. Dalam penelitian ini, persepsi dipandang sebagai suatu kesatuan berdasarkan 
prinsip pentingnya seperti yang disampaikan oleh Fisher dan Adam bahwa 
persepsi seseorang didasarkan pada pengalaman, bersifat selektif, dugaan, 
evaluatif, dan kontekstual. Dengan demikian hasil penelitian tidak dapat 
diklasifikasikan ke dalam faktor penyebab munculnya persepsi publik yang 
berbeda. 
3. Instrumen penelitian dibuat secara general diperuntukkan kepada tiga 
kelompok responden yang berbeda yaitu Komite Sekolah SMP/MTs, Pegawai 
Dinas Pendidikan, dan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Hasil penelitian 
tidak dianalisis berdasarkan pembagian kelompok responden, melainkan 
dibuat general. 
4. Pengisian instrumen penelitian tidak dapat didampingi langsung oleh peneliti 
dikarenakan keterbatasan waktu, serta mengikuti birokrasi yang ada sehingga 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi publik 
terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 
maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa hingga Bulan Juni 2016, 
mayoritas persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta 
berada pada kategori baik dengan rincian sebagai berikut: 
1. Persepsi publik secara khusus terhadap peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 menunjukkan bahwa: 
a. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta sebagai badan pertimbangan (advisory agency) pada kategori 
baik, yaitu sebanyak 63,5% responden. Adapun yang beranggapan sangat 
baik sejumlah 22,6% dari total responden, kategori cukup sejumlah 12,0%, 
untuk kategori tidak baik dipilih oleh 1,9% responden, sedangkan pada 
kategori sangat tidak baik tidak ada responden yang memilihnya atau 0%. 
b. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta sebagai badan pendukung (supporting agency) pada kategori 
baik, yaitu sebanyak 59,6% responden. Adapun yang beranggapan sangat 
baik sejumlah 23,7% dari total responden, kategori cukup sejumlah 14,1%, 
untuk kategori tidak baik dipilih oleh 1,9% responden, sedangkan pada 
kategori sangat tidak baik terdapat 0,6% responden yang memilihnya. 
c. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta sebagai badan pengontrol (controlling agency) pada kategori 
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baik, yaitu sebanyak 62,8% responden. Adapun yang beranggapan sangat 
baik sejumlah 19,9% dari total responden, kategori cukup sejumlah 13,5%, 
untuk kategori tidak baik dipilih oleh 3,8% responden, sedangkan pada 
kategori sangat tidak baik tidak ada responden yang memilihnya atau 0%. 
d. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta sebagai badan penghubung (mediator agency) pada kategori 
baik, yaitu sebanyak 65,4% responden. Adapun yang beranggapan sangat 
baik sejumlah 19,2% dari total responden, kategori cukup sejumlah 13,5%, 
untuk kategori tidak baik dipilih oleh 1,9% responden, sedangkan pada 
kategori sangat tidak baik tidak ada responden yang memilihnya atau 0%. 
2. Persepsi Publik secara Keseluruhan terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2018: 
Berdasarkan kategori skala perolehan persepsi dari keseluruhan aspek 
peran Dewan Pendidikan, maka menunjukkan bahwa mayoritas publik 
memberikan persepsi pada kategori baik dengan jumlah 62,7% responden. 
Adapun yang beranggapan sangat baik sejumlah 21,6% dari total responden, 
kategori cukup sejumlah 13,1%, untuk kategori tidak baik dipilih oleh 2,4% 
responden, sedangkan pada kategori sangat tidak baik terdapat 0,2% 
responden. Hal ini menggambarkan bahwa hingga Bulan Juni 2016, 
interpretasi serta tanggapan publik atas peran sebagai badan pertimbangan, 
pendukung, pengontrol, dan penghubung telah dilaksanakan dengan baik oleh 






1. Secara khusus terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa 
jabatan 2014-2018 berikut ini adalah saran dari peneliti: 
a. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
pertimbangan sudah baik, namun demikian masih terdapat responden yang 
mempersepsikan sebaliknya. Dalam hal ini yang dipersepsikan tidak baik 
adalah dalam hal memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi 
mengenai kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, guru/tutor dan 
kepala satuan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada 
Dewan Pendidikan untuk lebih mendekatkan diri kepada Dinas Pendidikan 
karena dimulai dari kedekatan ini maka Dewan Pendidikan dapat lebih 
mudah untuk memasukkan pikiran serta rekomendasi terkait hal tersebut. 
Selain itu Dewan Pendidikan juga perlu memberikan penjelasan kepada 
stakeholder bahwa pikiran serta rekomendasi yang diberikan terkait tenaga 
daerah dalam bidang pendidikan juga dibatasi oleh peraturan. 
b. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
pendukung sudah baik, namun demikian masih terdapat responden yang 
mempersepsikan sebaliknya. Pada aspek peran ini yang menjadi sorotan 
adalah peran dalam memberi dukungan finansial, pemikiran maupun 
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peneliti menyarankan kepada 
Dewan Pendidikan untuk mulai mencari sumber dana lain sesuai ketentuan 
yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan AD/ART Dewan 
Pendidikan. Sumber dana tersebut dapat digunakan sebagai penunjang 
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program kegiatan dewan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
Selanjutnya, kepada stakeholder pendidikan bahwa penyelenggaraan 
pendidikan merupakan tanggung jawab bersama termasuk dalam hal 
pendanaan pendidikan, sehingga diharapkan stakeholder pendidikan 
memahami tanggung jawab tersebut. 
c. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
pengontrol sudah baik, namun demikian masih terdapat responden yang 
mempersepsikan sebaliknya. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh 
Dewan Pendidikan lebih bersifat koordinatif dengan dinas pendidikan dan 
Komite Sekolah dan tidak secara langsung turun ke lapangan. Sementara 
yang melakukan eksekusi pengawasan dilakukan oleh dinas pendidikan 
dan Komite Sekolah yang secara teknis memiliki akses lebih luas di 
lapangan. Oleh sebab itu Dewan Pendidikan perlu membuat program 
terkait pengawasan dengan jelas dan mensosialisasikannya.  Dewan 
Pendidikan harus lebih mempererat hubungan koordinasi dengan berbagai 
pihak termasuk pengawas sekolah dan dinas pendidikan, dengan demikian 
kedekatan yang terjalin dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi 
mengenai kondisi pendidikan di lapangan yang sedang terjadi. 
d. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan sebagai badan 
penghubung sudah baik. Apabila dihubungkan antara pengertian mediasi, 
iklim pendidikan di Kota Yogyakarta, dan peran Dewan Pendidikan 
sebagai badan penghubung (mediator agency), maka wajar apabila peran 
sebagai mediator memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan tiga 
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aspek peran yang lain. Meskipun konflik dalam bidang pendidikan 
cenderung rendah bukan berarti peran sebagai mediator antara masyarakat 
dan institusi pendidikan tidak perlu dioptimalkan. Dewan Pendidikan tetap 
perlu menjalin kerja sama antar institusi dan masyarakat serta memberikan 
pemahaman terhadap regulasi suatu kebijakan agar hak dan kewajiban 
setiap stakeholder dapat dijalankan dengan baik sehingga iklim pendidikan 
yang kondusif tetap terjaga. Keikutsertaan Dewan Pendidikan dalam 
perumusan kebijakan pendidikan dapat dimanfaatkan dalam rangka 
menanggulangi konflik, maka Dewan Pendidikan juga harus memiliki 
kemampuan untuk melihat potensi-potensi konflik yang dapat ditimbulkan 
dari suatu kebijakan, sehingga konflik dapat dicegah secara preventif. 
2. Berdasarkan keseluruhan aspek peran, Dewan Pendidikan mendapatkan 
persepsi yang baik dari mayoritas publik yang ditunjukkan dengan 62,7% 
responden yang memilih pada kategori tersebut. Adapun persepsi yang 
sebaliknya terletak pada peran dewan dalam memberi pertimbangan mengenai 
kriteria tenaga daerah, serta dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Pendidikan juga belum bisa leluasa menjangkau ke setiap 
institusi. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada Dewan Pendidikan 
yang pertama untuk memperkuat internal institutional dalam keanggotaan 
Dewan Pendidikan dan menyamakan visi dan misi antar anggota. Kemudian 
Dewan Pendidikan harus lebih menguatkan koordinasi antara DPRD Kota, 
Dinas Pendidikan, dan Komite Sekolah serta menjalin kedekatan sehingga 
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permasalahan pendidikan dapat diselesaikan secara bersama. Dewan 
Pendidikan juga perlu memulai untuk mencari sumber pendanaan lain yang 
sah sebagai pendukung dalam pelaksanaan program kerja. Kuatnya hubungan 
internal antar anggota Dewan Pendidikan yang didasari atas kesamaan visi dan 
misi, serta koordinasi yang kuat antar institusi pendidikan, dan komitmen 
bersama inilah yang dapat membawa kualitas pendidikan di suatu daerah 
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LAMPIRAN 1. INSTRUMEN PENELITIAN 
 
ANGKET PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PERAN DEWAN 
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
MASA JABATAN 2014-2018 
 
Obyek Penelitian : Peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Masa Jabatan  
  2014-2018 
Adapun responden penelitian adalah Ketua/Sekretaris Komite Sekolah, 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta beserta Staf, dan Komisi D  DPRD 
Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini mengutamakan prinsip penting persepsi yang diutarakan oleh 
Fisher dan Adam yaitu persepsi didasarkan pada pengalaman, persepsi bersifat 
selektif, dugaan, evaluatif, dan kontekstual, dengan demikian diharapkan 
Bapak/Ibu melakukan pengisian angket berdasarkan hal tersebut. 
Sementara itu, untuk diketahui bersama bahwa kepengurusan dari Dewan 





1. Identitas Responden 
Nama : .................................................... 
Instansi : .................................................... 
Jabatan : .................................................... 
2. Petunjuk Pengisian 
Pilihlah jawaban atas pernyataan berikut ini dengan cara memberi tanda 
centang (√) pada kolom yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan peran 
yang telah diemban Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-
2018. Keterangan pilihan nomor kolom: 
1 = Sangat Tidak Baik 
2 = Tidak Baik 
3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
No. Aspek yang Diukur 
Skor 
1 2 3 4 5 
Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency)  
1.  
Memberi masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan. 
     
2.  
Memberi masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi mengenai kriteria tenaga 
daerah dalam bidang pendidikan, 
guru/tutor dan kepala satuan 
pendidikan. 
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No. Aspek yang Diukur 
Skor 
1 2 3 4 5 
3.  
Memberi masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi mengenai kriteria 
fasilitas pendidikan. 
     
4.  
Menampung dan menganalisis 
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan 
oleh masyarakat. 
     
Pendukung (Supporting Agency) 
5.  
Memberi dukungan baik yang 
berwujud finansial, pemikiran maupun 
tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
     
6.  
Mendorong tumbuhnya perhatian dan 
komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang 
bermutu. 
     
7.  
Mendorong orangtua dan masyarakat 
berpartisipasi dalam pendidikan guna 
mendukung peningkatan mutu dan 
pemerataan pendidikan. 
     
Pengontrol (Controlling Agency) 
8.  
Pengontrol dalam rangka transparansi 
penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan. 
     
9.  
Pengontrol dalam rangka akuntabilitas 
penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan. 
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No. Aspek yang Diukur 
Skor 
1 2 3 4 5 
10.  
Melakukan evaluasi dan pengawasan 
terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran 
pendidikan. 
     
Mediator (Mediator Agency) 
11.  
Memberikan mediasi antara 
pemerintah (eksekutif) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) 
dengan masyarakat.  
     
12.  
Melakukan kerjasama dengan 
masyarakat (perorangan/organisasi), 
pemerintah, dan DPRD berkenaan 
dengan penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu. 
     
 
Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam pengisian angket penelitian 
ini, semoga bermanfaat bagi Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta untuk 
meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kota 
Pelajar dan Kota Budaya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan 
Bapak/Ibu. 







LAMPIRAN 2. HASIL UJI KORELASI DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 
 
Correlations 
 Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10 Butir11 Butir12 TOTAL 
Butir1 Pearson 
Correlation 
1 ,462 ,566* ,394 ,471* ,778** ,677** ,277 ,500* ,451 ,352 ,471* ,726** 
Sig. (2-tailed)  ,053 ,014 ,105 ,048 ,000 ,002 ,265 ,035 ,060 ,152 ,048 ,001 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir2 Pearson 
Correlation 
,462 1 ,422 ,234 ,196 ,381 ,309 ,077 ,277 ,188 ,711** ,343 ,512* 
Sig. (2-tailed) ,053  ,081 ,349 ,435 ,119 ,212 ,762 ,265 ,456 ,001 ,163 ,030 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir3 Pearson 
Correlation 
,566* ,422 1 ,529* ,443 ,786** ,732** ,422 ,626** ,559* ,472* ,538* ,811** 
Sig. (2-tailed) ,014 ,081  ,024 ,066 ,000 ,001 ,081 ,005 ,016 ,048 ,021 ,000 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir4 Pearson 
Correlation 
,394 ,234 ,529* 1 ,388 ,441 ,587* ,516* ,423 ,414 ,204 ,613** ,652** 
Sig. (2-tailed) ,105 ,349 ,024  ,111 ,067 ,010 ,028 ,081 ,087 ,417 ,007 ,003 
N 
18 18 18 18 
18 





,471* ,196 ,443 ,388 1 ,631** ,672** ,784** ,884** ,149 ,107 ,625** ,750** 
Sig. (2-tailed) ,048 ,435 ,066 ,111  ,005 ,002 ,000 ,000 ,554 ,674 ,006 ,000 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir6 Pearson 
Correlation 
,778** ,381 ,786** ,441 ,631** 1 ,900** ,495* ,687** ,708** ,393 ,595** ,901** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,119 ,000 ,067 ,005  ,000 ,037 ,002 ,001 ,106 ,009 ,000 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir7 Pearson 
Correlation 
,677** ,309 ,732** ,587* ,672** ,900** 1 ,636** ,753** ,609** ,257 ,706** ,908** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,212 ,001 ,010 ,002 ,000  ,005 ,000 ,007 ,304 ,001 ,000 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir8 Pearson 
Correlation 
,277 ,077 ,422 ,516* ,784** ,495* ,636** 1 ,832** ,188 -,042 ,490* ,665** 
Sig. (2-tailed) ,265 ,762 ,081 ,028 ,000 ,037 ,005  ,000 ,456 ,869 ,039 ,003 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir9 Pearson 
Correlation 
,500* ,277 ,626** ,423 ,884** ,687** ,753** ,832** 1 ,211 ,151 ,619** ,813** 
Sig. (2-tailed) ,035 ,265 ,005 ,081 ,000 ,002 ,000 ,000  ,400 ,550 ,006 ,000 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir10 Pearson 
Correlation 
,451 ,188 ,559* ,414 ,149 ,708** ,609** ,188 ,211 1 ,484* ,463 ,619** 
Sig. (2-tailed) ,060 ,456 ,016 ,087 ,554 ,001 ,007 ,456 ,400  ,042 ,053 ,006 
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N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir11 Pearson 
Correlation 
,352 ,711** ,472* ,204 ,107 ,393 ,257 -,042 ,151 ,484* 1 ,546* ,519* 
Sig. (2-tailed) ,152 ,001 ,048 ,417 ,674 ,106 ,304 ,869 ,550 ,042  ,019 ,027 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Butir12 Pearson 
Correlation 
,471* ,343 ,538* ,613** ,625** ,595** ,706** ,490* ,619** ,463 ,546* 1 ,809** 
Sig. (2-tailed) ,048 ,163 ,021 ,007 ,006 ,009 ,001 ,039 ,006 ,053 ,019  ,000 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
TOTAL Pearson 
Correlation 
,726** ,512* ,811** ,652** ,750** ,901** ,908** ,665** ,813** ,619** ,519* ,809** 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,030 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,006 ,027 ,000  
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 













Items N of Items 
















Pemberi Pertimbangan            
(Advisory Agency) 
Pendukung           
(Supporting Agency) 
Pengontrol           
(Controlling Agency) 
Mediator       
(Mediator Agency) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 57 
2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 52 
3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 58 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
6 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 27 
7 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 54 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 43 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 46 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
12 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 54 
13 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 43 
14 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 49 
15 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 54 
16 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 46 
17 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 51 
18 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 47 
112 
 
19 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 44 
20 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 57 
21 4 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 50 
22 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 46 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
24 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 56 
25 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 46 
26 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 57 
27 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
30 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 54 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
35 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 42 
36 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 43 
37 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 42 
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 
39 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 44 
40 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 
41 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 51 
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42 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 
43 4 4 4 3 1 4 3 2 2 5 5 2 39 
44 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 41 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
47 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 45 
48 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 48 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
50 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 50 
51 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 51 
52 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 40 





LAMPIRAN 4. OLAH DATA DISTRIBUSI FREKUENSI BUTIR 









Valid Tidak Baik 1 1,9 1,9 1,9 
Cukup 4 7,7 7,7 9,6 
Baik 34 65,4 65,4 75,0 
Sangat 
Baik 
13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Pertimbangan 2 





Valid Tidak Baik 2 3,8 3,8 3,8 
Cukup 6 11,5 11,5 15,4 
Baik 32 61,5 61,5 76,9 
Sangat 
Baik 
12 23,1 23,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Pertimbangan 3 





Valid Tidak Baik 1 1,9 1,9 1,9 
Cukup 7 13,5 13,5 15,4 
Baik 33 63,5 63,5 78,8 
Sangat 
Baik 
11 21,2 21,2 100,0 











Valid Cukup 8 15,4 15,4 15,4 
Baik 33 63,5 63,5 78,8 
Sangat 
Baik 
11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Pendukung 1 







1 1,9 1,9 1,9 
Cukup 15 28,8 28,8 30,8 
Baik 29 55,8 55,8 86,5 
Sangat 
Baik 
7 13,5 13,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Pendukung 2 





Valid Tidak Baik 2 3,8 3,8 3,8 
Cukup 3 5,8 5,8 9,6 
Baik 34 65,4 65,4 75,0 
Sangat 
Baik 
13 25,0 25,0 100,0 











Valid Tidak Baik 2 3,8 3,8 3,8 
Cukup 6 11,5 11,5 15,4 
Baik 35 67,3 67,3 82,7 
Sangat 
Baik 
9 17,3 17,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Penghubung 1 





Valid Tidak Baik 1 1,9 1,9 1,9 
Cukup 8 15,4 15,4 17,3 
Baik 32 61,5 61,5 78,8 
Sangat 
Baik 
11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Penghubung 2 





Valid Tidak Baik 1 1,9 1,9 1,9 
Cukup 6 11,5 11,5 13,5 
Baik 36 69,2 69,2 82,7 
Sangat 
Baik 
9 17,3 17,3 100,0 






LAMPIRAN 5. TABEL PERHITUNGAN FREKUENSI  DAN 
PERSENTASE ASPEK PERAN DEWAN PENDIDIKAN 
 
1. Tabel Perhitungan Frekuensi dan Persentase Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai 
Badan Pertimbangan (Advisory Agency) 
















1 0 1 4 34 13 52 52 
2 0 2 6 32 12 52 104 
3 0 1 7 33 11 52 156 
4 0 0 8 33 11 52 208 
Total Frekuensi 0 4 25 132 47  
 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 4 1,9% 
Cukup 25 12,0% 
Baik 132 63,5% 
Sangat Baik 47 22,6% 












2. Perhitungan Tabel Frekuensi dan Persentase Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai 
Badan Pendukung (Supporting Agency) 
















5 1 0 15 29 7 52 52 
6 0 2 3 34 13 52 104 
7 0 1 4 30 17 52 156 
Total Frekuensi 1 3 22 93 37  
 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 1 0,6% 
Tidak Baik 3 1,9% 
Cukup 22 14,1% 
Baik 93 59,6% 
Sangat Baik 37 23,7% 





3. Perhitungan Tabel Frekuensi dan Persentase Aspek Peran Dewan Pendidikan 
Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency) 
















8 0 2 9 29 12 52 52 
9 0 2 6 34 10 52 104 
10 0 2 6 35 9 52 156 
Total Frekuensi 0 6 21 98 31  
 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 6 3,8% 
Cukup 21 13,5% 
Baik 98 62,8% 
Sangat Baik 31 19,9% 





4. Perhitungan Tabel Frekuensi dan Persentase Aspek Peran Dewan Pendidikan sebagai 
Badan Penghubung (Mediator Agency) 
















11 0 1 8 32 11 52 52 
12 0 1 6 36 9 52 104 
Total Frekuensi 0 2 14 68 20  
 
Kategori Frekuensi Persentase 
Sangat Tidak Baik 0 0% 
Tidak Baik 2 1,9% 
Cukup 14 13,5% 
Baik 68 65,4% 
Sangat Baik 20 19,2% 





5. Perhitungan Tabel Frekuensi dan Persentase Keseluruhan Aspek Peran Dewan 
Pendidikan 
















1 0 1 4 34 13 52 52 
2 0 2 6 32 12 52 104 
3 0 1 7 33 11 52 156 
4 0 0 8 33 11 52 208 
5 1 0 15 29 7 52 260 
6 0 2 3 34 13 52 312 
7 0 1 4 30 17 52 364 
8 0 2 9 29 12 52 416 
9 0 2 6 34 10 52 468 
10 0 2 6 35 9 52 520 
11 0 1 8 32 11 52 572 
12 0 1 6 36 9 52 624 








Sangat Tidak Baik 1 0,2% 
Tidak Baik 15 2,4% 
Cukup 82 13,1% 
Baik 391 62,7% 
Sangat Baik 135 21,6% 





LAMPIRAN 6. RESPONDEN YANG DITETAPKAN 
 
DAFTAR RESPONDEN YANG DITETAPKAN 
PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DAN UPT 
 
NO NAMA UNIT KERJA 
1.  Drs. Edy Heri Suasana M.Pd Kepala Dinas 
2.  Budi Santosa Asrori, SE, M.Si Sekretaris 
3.  Sri Budiarti, SET Kepala Sub Bagian Umum 
4.  Dedi Budiono, M.Pd Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
5.  Agus Fatkhurokhman, S.E Kepala Sub Bagian Keuangan 
6.  Drs. Rochmat, M.Pd 
Kepala Sub Bagian Adm. Data & 
Pelaporan 
7.  Drs. Sugeng Mulyo Subono Kepala Bidang Pendidikan Dasar & TK 
8.  Marwoto, SH., M.Acc 
Kepala Seksi Kurikulum & Sistem 
Pembelajaran Pendidikan Dasar & TK 
9.  Drs. Aris Widodo 
Kepala Seksi Manajemen Sekolah 
Pendidikan Dasar & TK 
10.  Buono, S.Pd., M.Eng 
Kepala Seksi Pengembangan Pendidik 
Pendidikan Dasar & TK 
11.  Rr. Suhartati, SH Kepala Bidang Pendidikan Menengah 
12.  Dra. Siti Bachriatie 
Kepala Seksi Kurikulum & Sistem 
Pembelajaran Pendidikan Menengah 
13.  Drs. Rusmadi Giri Nugrahoho 
Kepala Seksi Manajemen Sekolah 
Pendidikan Menengah 
14.  Ngatini, S.Pd., MM 
Kepala Seksi Pengembangan Pendidik 
Pendidikan Menengah 
15.  Dra. Mukti Wulandari, M.Si Kepala Bidang Pendidikan Non Formal 
16.  Sumarwantini, SE Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
17.  Drs. Supriyanto, MM Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat 




19.  Drs. Wisnu Sanjaya, M.Eng 
Kepala Seksi Pengembangan 
Kependidikan 
20.  Drs. Satriyo Budi Santoso 
Kepala Seksi Pengembangan Tenaga 
Kependidikan 
21.  Gunawan, SH 
Kepala Seksi Pengembangan Sarana 
Prasarana Pendidikan 
22.  Dra. Suryatmi Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah  
23.  Agus Trimadi, S.IP., M.Acc 
Kepala Sub Bag TU UPT Jaminan 
Pendidikan Daerah 
24.  Dra. Anita Sri Madumurti 
Kepala UPT Pengelola TK SD Wilayah 
Barat 
25.  Agus Wahib, S.Pd 
Kepala UPT Pengelola TK SD Wilayah 
Selatan 
26.  Mannarima, S.Pd., M.Eng 
Kepala Sub Bag TU UPT Pengelola TK 
SD Wilayah Selatan 
27.  Dra. Sri Sudaryati 
Kepala UPT Pengelola TK SD Wilayah 
Timur 
28.  Aprilina Anggraeni, S.Pd 
Kepala Sub Bag TU UPT Pengelola TK 
SD Wilayah Timur 
29.  Dra. Rr Sri Hartati 
Kepala UPT Pengelola TK SD Wilayah 
Utara 
30.  Drs. Ahmad Suryono, MM 
Kepala Sub Bag TU UPT Pengelola TK 
SD Wilayah Utara 
31.  Drs. Marsudi, M.si Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar 
32.  Sri Sudarsih, S.Pd 






DAFTAR RESPONDEN YANG DITETAPKAN 
ANGGOTA KOMISI D DPRD KOTA YOGYAKARTA 
 
NO NAMA UNIT KERJA 
1.  Agung Damar Kusumandaru, SE Ketua Komisi D 
2.  A. Fokki Ardiyanto, S.IP Wakil Ketua Komisi D 
3.  HM. Fauzi Noor Afshochi Sekretaris Komisi D 
4.  Dwi Saryono Anggota Komisi D 
5.  Suryani, SE., Akt., M.Si Anggota Komisi D 
6.  Mugiyono Pujokusumo Anggota Komisi D 
7.  Dhian Novitasari, S.Pd Anggota Komisi D 
8.  R. AY. F. Diani Anindiyati, S.Sos., MM Anggota Komisi D 
9.  Dwi Budi Utomo, S.Pt Anggota Komisi D 





DAFTAR RESPONDEN YANG DITETAPKAN 
KETUA/WAKIL KOMITE SMP/MTs Se-KOTA YOGYAKARTA 
 
NO NAMA UNIT KERJA 
1.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 1 Yogyakarta 
2.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 2 Yogyakarta 
3.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 3 Yogyakarta 
4.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 4 Yogyakarta 
5.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 5 Yogyakarta 
6.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 6 Yogyakarta 
7.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 7 Yogyakarta 
8.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 8 Yogyakarta 
9.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 9 Yogyakarta 
10.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 10 Yogyakarta 
11.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 11 Yogyakarta 
12.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 12 Yogyakarta 
13.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 13 Yogyakarta 
14.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 14 Yogyakarta 
15.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 15 Yogyakarta 
16.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Negeri 16 Yogyakarta 
17.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 
18.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta 
19.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
20.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta 
21.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta 
22.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta 
23.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta 
24.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta 
25.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta 
26.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta 
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27.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP BOPKRI 1 
28.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP BOPKRI 2 
29.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP BOPKRI 3 
30.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP BOPKRI 5 
31.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP BOPKRI 10 
32.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP PIRI 1 
33.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP PIRI 2 
34.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Pangudi Luhur 1 
35.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Joannes Bosco Yogyakarta 
36.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Stella Duce 1 
37.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Stella Duce 2 
38.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Marsudi Luhur 
39.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP TD Jetis 
40.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Taman Dewasa IP 
41.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP TD Kumendaman 
42.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Maria Immaculata 
43.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Kanisius Gayam 
44.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Budya Wacana 
45.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Budi Luhur 
46.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Islam 
47.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Pemb. Ma’arif 
48.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Bhineka Tunggal Ika 
49.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Perak 
50.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Perintis 
51.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Institut Indonesia 
52.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP “17” 1 
53.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP “17” 2 
54.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Gotong Royong 
55.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP IT Abu Bakar 
56.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP IT Masjid Syuhada 
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57.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP IT Bina Anak Sholeh 
58.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs Mualimat Muh. 
59.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs Muh. Karangkajen 
60.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs LB Yaketunis 
61.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs Negeri 2 
62.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs Mualimin Muh. 
63.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs Muh. Gedongtengen 
64.  Ketua Komite/yang Mewakili MTs Nurul Ummah 
65.  Ketua Komite/yang Mewakili SMP Kristen Kalam Kudus 





LAMPIRAN 7. TRANSKIP WAWANCARA 
 
Tujuan peneliti melakukan wawancara dengan pihak dewan pendidikan 
adalah untuk memperkaya analisis dan penyajian data penelitian. Wawancara 
dilakukan setelah data penelitian berhasil diolah sehingga dewan pendidikan 
memberikan tanggapannya terhadap hasil olah data tersebut. Dengan demikian 
dalam penelitian ini tidak sekedar memperlihatkan hasil persepsi publik namun 
disajikan pula tanggapan dewan pendidikan atas hasil persepsi publik. 
Berikut ini adalah transkrip wawancara dengan Ketua Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 
2016 Pukul 11:30 WIB. 
 
P = Peneliti 
DP = Dewan Pendidikan 
 
A. Badan Pertimbangan (Advisory Agency) 
P : Seperti ini pak, berikut adalah hasil olah data dari instrumen penelitian 
yang sudah diisi oleh responden. Keseluruhan ada 12 butir pernyataan 
yang dipersepsikan oleh responden yang tak lain adalah komite sekolah, 
dinas pendidikan, dan Komisi D DPRD. Jadi berdasarkan hasil ini, 
bagaimana tanggapan dari pihak dewan pendidikan serta aktualisasi 
peran yang sudah dilaksanakan contohnya seperti apa, demikian pak, 
mohon tanggapannya. 
DP : Butir pertama mengenai memberi masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 
Jadi dewan itu, kebijakan kebijakan dinas berkaitan dengan pendidikan 
sangat sering didiskusikan dengan dewan pendidikan. Jadi misalnya 
tentang BAPERJAKAT tentang kebijakan penentuan kepala sekolah, itu 
diskusi dengan dewan pendidikan sehingga kemudian pikiran-pikiran 
dewan itu diakomodir oleh dinas dan termasuk kebijakan pengembangan 
pendidikan misalnya pelaksanaan kurikulum dan sebagainya kita 
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lakukan. Lalu dengan sekolah, jadi dewan itu tidak selalu tapi sangat 
sering datang ke sekolah untuk memberikan penilaian-penilaian kinerja 
sekolah, memberi masukan kepada sekolah bagaimana kepala sekolah itu 
harus melakukan fungsi-fungsinya termasuk dengan komite sekolah. Jadi 
hal ini mungkin dirasakan. Kalau dengan dinas pendidikan dalam butir 
ini sangat intensif, kalau untuk sekolah biasanya pada event-event 
tertentu, misalnya pada saat ujian sekolah dan ujian nasional. Kalau 
dengan komite baru mulai dirintis, karena bertahun-tahun kerja sama 
dengan komite ini sangat jarang dilakukan. Kemudian dengan dprd kita 
dalam tahun pertama banyak melakukan FGD (Focus Group Discussion) 
yang menghadirkan semua penentu kebijakan dengan nara sumber dari 
dewan pendidikan sendiri, dinas pendidikan, dan DPRD. Pemikiran 
pemikiran dari stakeholder yang muncul pada FGD kemudian menjadi 
kebijakan. Tergantung topik FGDnya apa, kalau topiknya tentang 
regulasi pendidikan maka yang diundang adalah kepala sekolah dan 
komite sekolah, kalau yang di FGDkan mengenai tanggung jawab dewan 
pendidikan mengenai implementasi program wajib belajar itu yang 
diundang para camat, lurah, dan dinas. 
P : Kemudian yang kedua mengenai memberi masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi mengenai kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, 
guru/tutor dan kepala satuan pendidikan bagaimana pak? 
DP : Memang dalam kaitannya dengan kriteria tenaga daerah maupun tenaga 
pendidikan, masalahnya seperti ini, jadi penentuan guru itu melewati 
sebuah proses ujian yang diselenggarakan secara nasional, jadi sekarng 
sudah tidak ada lagi model untuk mengetahui kualitas guru dari misalnya 
micro teaching/ praktek mengajar sehingga seleksi guru benar-benar 
melewati proses yang diselenggarakan secara nasional. Ada diskusi-
diskusi internal terkait hal ini, Hal ini dimungkinkan tidak begitu 
diketahui oleh publik yang berdampak pada persepsi yang berkategori 
tidak baik. Namun secara tidak langsung dewan pendidikan tetap 
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memberikan perannya, yang sifatnya memberikan masukan-masukan 
kepada instansi pendidikan terkait. 
P : Selanjutnya Pak, mengenai pembemberian masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi mengenai kriteria fasilitas pendidikan? 
DP : Jadi Dewan masih melihat, bahwa fasilitas pendidikan di Kota 
Yogyakarta masih perlu peningkatan serta pemerataan, tetapi perihal 
fasilitas pendidikan itu wewenang serta mekanismenya berada pada 
pemerintah kota maupun BAPPEDA. Dengan demikian selama ini 
kapasitas dan akses dewan pendidikan hanya sebatas pada memberi 
masukan, pertimbangan, serta rekomendasi sehingga secara eksplisit 
peran ini tidak begitu dirasakan oleh beberapa responden. 
P : Butir terakhir dari aspek peran sebagai badan pertimbangan dalam 
menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, tanggapan Bapak 
seperti apa? 
DP : Terkait menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, jadi kita 
mencoba untuk melakukan sosialisasi peran melalui radio dengan 
intensitas dua kali dalam satu bulan di Pro 1 RRI dan MQ fm. Melalui 
siaran inilah kita menjembatani pikiran masyarakat dengan ralita 
kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta. Di sinilah aspirasi masyarakat 
ditampung sehingga peran dewan dalam hal ini dirasakan oleh publik. 
B. Badan Pendukung (Supporting Agency) 
P : Kemudian beralih ke aspek peran dewan pendidikan sebagai badan 
pendukung, jadi terkait butir dalam memberi dukungan baik yang 
berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan itu aktualisasinya seperti apa pak? 
DP :  Untuk yang finansial, dewan itu budget-nya tidak ada, budget dewan 
itu hanya sekedar untuk kegiatan dewan. Jadi memberi dukungan 
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finansial tidak mungkin. Pemikiran itu sebetulnya hanya tidak dirasakan, 
sehingga responden tidak bisa melihat dimana pemikiran itu masuk ke 
ranah kebijakan. Memang dewan belum pernah membuat tulisan yg 
diketahui publik yang tulisan itu memberikan pemikiran secara langsung. 
Karena dewan itu sifatnya tidak terpisah dari peran. Jadi empat peran 
itukan terpadu tidak terpisah pisah. Sehingga memang benar pada ranah 
ini tidak kontra dengan penentu kebijakan. Dewan pendidikan lahir 
karena dengan undang-undang, berbeda dengan LSM, sehingga dewan 
pendidikan ini kami bawa dengan cara yang kritis, etis, dan agamis. 
Persoalannya saat ini masyarakat kita lebih menyukai hal hal yang 
sifatnya fulgar, terekspos, dan terlihat berbeda. Dewan pendidikan 
berjalan dengan cara yang terlihat sama namun pemikirannya tetap 
masuk. 
P : Untuk dukungan yang berwujud finansial ini, bagaimana pendapat 
bapak apabila dewan pendidikan mencoba untuk mendapatkan dana dari 
sumber lain, sehingga tidak hanya bersumber dari pemerintah saja. 
Dengan demikian income yang didapatkan dewan dapat dipergunakan 
untuk menunjang program-program lainnya. 
D : Sebenarnya bisa, bagaimana dewan pendidikan meng-create dengan 
CSR misalnya. Hanya saja ini butuh waktu, sangat dimungkinkan dewan 
bekerja sama denga industri sehingga memberikan income budgeting 
kepada dewan. Misalnya pikiran-pikiran dewan digunakan oleh bidang 
industri lalu industri memberikan semacam royalty dan sebagainya. 
Hanya hal ini belum dilakukan oleh dewan, karena apa, saat ini dewan 
pendidikan sedang dalam proses penguatan internal institutional karena 
prosesnya dewan ini memang masih awal. 
 
P : Baik pak, kalau yang selanjutnya dalam mendorong tumbuhnya 
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu, bagaimana pak? 
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DP : Peran kami, Dewan pendidikan kota Yogyakarta ini sering diminta 
tanggapan atau pandangan terhadap problematika pendidikan terkini dan 
pikirannya dimuat melalui koran Kedaulatan Rakyat. Itulah pikiran 
pikiran dewan yang diadob masyarakat melalui media cetak. Misalnya 
mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagaimana orang tua 
memilihkan sekolah untuk anaknya, juga tentang mekanisme pungutan di 
sekolah. Selain sebagai sarana penyampaian peran dewan pendidikan, 
radio dan surat kabar dijadikan sebagai media dalam mendorong 
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
 
P : Kemudian masih berkaitan dengan butir di atas pak, upaya dari dewan 
dalam mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam 
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 
pendidikan seperti apa pak? 
DP : Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya, upaya dewan pendidikan 
untuk mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam 
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 
pendidikan adalah dengan memanfaatkan media elektronik melalui radio 
serta media cetak berupa koran. Saat ini dewan pendidikan juga tengah 
memperkuat koordinasi dengan komite sekolah  dengan membuat forum 
komite sekolah sehingga antara dewan pendidikan dan komite sekolah 
bisa saling menguatkan peran dan fungsi dalam mendorong partisipasi 
masyarakat. Upaya yang real dilakukan adalah agar supaya yang tertulis 
dalam regulasi/undang-undang atau perda sama dengan yang terjadi di 
masyarakat. Inilah tujuan utama dari mendorong orangtua dan 
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung 






C. Badan Pengontrol (Controlling Agency) 
P : Dalam hal pengawasan ini pak, jadi bagaimana upaya dewan dalam 
rangka transparansi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan? 
DP : Jadi begini, kontrol itu kan masyarakat akan melihat ketika ada suatu 
ketimpangan dewan muncul disana, tapi itu yang belum kita lakukan. 
Selama ini dewan pendidikan tidak secara agresif tampil di masyarakat 
ketika terjadi ketimpangan dalam hal pendidikan sehingga wajar ketika 
terdapat publik yang memberikan persepsi rendah. Memang dalam hal ini 
peran dewan belum optimal, masih terbatas pada koordinasi antara dinas 
pendidikan serta komite sekolah dan tidak semua pihak dinas pendidikan 
serta komite sekolah mengetahui bahwa ada peran dewan pendidikan 
dalam hal ini. 
 
P : Kalau kontrol dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan pak? 
DP : Memang faktanya kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta patut 
dibanggakan, dari sisi akademik maupun kejujurannya. Dewan memberi 
pikiran-pikiran yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di 
Kota Yogyakarta. Namun, penyampaian peran dewan dalam hal 
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan ini tidak diaktualisasikan 
secara fulgar melainkan disampaikan dengan etis dan kritis. Adanya 
publik yang mempersepsikan tidak baik karena faktanya memang peran 
ini pada prinsipnya dilakukan secara teknis di lapangan dan dewan 
melakukannya dengan memberikan masukan pada komite maupun dinas 
yang memiliki akses lebih luas di lapangan. 
 
P : Selanjutnya Pak, dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 
kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 
DP : Kaitannya dengan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 
program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan ini dewan 
pendidikan tidak secara teknis turun ke lapangan. Sama halnya dengan 
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indikator sebelumnya sebagai pengontrol, dewan pendidikan sebagai 
institusi yang memberikan perannya melalui pihak yang aksesnya lebih 
luas seperti dinas pendidikan dan komite sekolah. Wajar apabila terdapat 
responden yang masih menilai demikian. 
 
D. Penghubung (Mediator Agency) 
P : Beralih ke aspek peran terakhir pak, yaitu mediasi atau sebagai 
mediator/penghubung. Dalam memberikan mediasi antara pemerintah 
(eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan 
masyarakat seperti apa tanggapan bapak? 
DP : Hal ini sebetulnya sudah cukup bagus, contoh peran mediasi yang 
dilakukan oleh dewan misalnya ada orang tua siswa yang belum bisa 
mengambil ijazah dikarenakan mekanisme tertentu, dewan pendidikan 
hadir menjembatani antara orang tua siswa dengan isntansi terkait. 
Demikian pula dengan DPRD dan Pemerintah Kota. Dewan perlu 
memberikan informasi kepada masyarakat agar apa yang sudah dewan 
lakukan dapat ditangkap masyarakat. 
 
P : Kalau mengenai kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), 
pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu. Itu seperti apa pak? 
DP : Terkait hal tersebut jadi seperti ini, dewan pendidikan mendukung 
program wajib belajar di Yogyakarta ini dengan melakukan piloting 
terhadap dua kelurahan untuk melihat terlaksananya program wajib 
belajar tersebut. Apakah semua penduduk usia sekolah di kelurahan 
tersebut sudah sekolah semua, itu kita data dan kita tindaklanjuti. 
Memang peran dalam memediasi ini tidak begitu terekspos ke 
masyarakat, dewan merasa belum begitu memperlihatkan atau 
menginformasikan peran yang telah dilakukan terkait mediasi ini kepada 
masyarakat. Yang mengetahui ya pihak pihak terkait yang sudah pernah 




P:  Kemudian pesan serta harapan bapak selaku ketua dewan pendidikan 
bagaimana pak, terkait dengan penelitian maupun keinginan bapak dalam 
hal pendidikan di Kota Yogyakarta ini? 
DP:   Jadi seperti ini, perlu dibedakan bagaimana dewan pendidikan yang hadir 
karena undang-undang ini berbeda dengan LSM. Dalam memberikan 
peran memang harus kritis dan etis sehingga mungkin masyarakat belum 
mengetahui hal ini. Dengan hasil penelitian anda ini, dapat disampaikan 
bahwa kami selaku dewan pendidikan mengapresiasi. Dewan pendidikan 
mengharapkan penelitian ini dikembangkan lebih dalam lagi sehingga 
peran-peran dewan pendidikan bisa diungkap secara lebih nyata, sehingga 
wujudnya adalah bagaimana agar yang terjadi di masyarakat dalam hal 
pendidikan itu sesuai dengan regulasi yang ada dan tentu harus menggerus 
angka kemiskinan karena pendidikan itu salah satu cara efektif untuk 
mengangkat taraf hidup. 
Melalui hasil penelitian ini juga dewan dapat lebih mengoptimalkan 
perannya secara intensif dan spesifik terhadap tanggapan responden 
sehingga apa yang diharapkan masyarakat dari dewan pendidikan dapat 
diwujudkan. Misalnya, aspek mana yang perlu ditingkatkan lagi dengan 
melihat kategori yang sangat tidak baik dan tidak baik. Dengan hasil 
penelitian ini, semoga bisa menggerakkan dewan pendidikan di kabupaten 
dan provinsi tentang hasil positif yang diraih dan hasil negatif yang perlu 
mendapatkan refleksi. 
Yogyakarta, ....... Juni 2016 





























LAMPIRAN 9. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 






LAMPIRAN 10. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 



























LAMPIRAN 11. DAFTAR HADIR KEGIATAN “PEMBERDAYAAN 



























LAMPIRAN 12. SK DEWAN PENDIDIKAN MASA JABATAN 2014-2018 
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